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ABSTRAK

Kurniawati, Siti Eli. 2018. SKRIPSI. Judul: Analisis Withholding Tax System
Prespektif Mutatis mutandis pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada
BMT Al Hijrah KAN Jabung)

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Kata Kunci : Withholding Tax System, Pajak, Pemotongan, Bagi Hasil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak yang dipotong
oleh lembaga keuangan syariah dengan mengacu pada Undang-undang perpajakan
tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku umum, serta tatacara memotongan
Pajak dengan withholding tax system dan dasar pengenaan pajak atas bagi hasil di
lembaga keuangan syariah.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data
kualitatif dengan Case Study menyusun teori, memandang teori serta kasus sebagai
hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi). Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang
diambil dari hasil wawancara, laporan keuangan, serta data data pendukung
kainnya.

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam
penelitian ini, ditemukan bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung telah melakukan
sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum serta
withholding tax system pada BMT Al Hijrah KAN Jabung terdapat pada bagi hasil
simpanan dan mudharabah berjangka (deposito). BMT Al Hijrah KAN Jabung
memotong 10% pajak atas bagi hasil yang nilainya lebih besar sama dengan Rp.
240.000,-. Hal ini dilakukan olen BMT Al Hijrah sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran,
dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
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ABSTRACT

Kurniawati, Siti Eli. 2018. THESIS. Title: The Analysis of Withholding Tax
System with Mutatis Mutandis Perspective in Sharia Financial Institution (The Case
Study in BMT AL Hijrah KAN Jabung)

Advisor . Sri Andriani, S.E., M.Si

Key Word . Withholding Tax System, Tax, Cut, Revenue Sharing.

The research objective is to know the tax cut by sharia financial institution
by referring to the Tax Legislation on Income Tax (PPh) that is generally applicable,
as well as the procedures of tax cuts using the means of Withholding Tax System
and the basic of tax imposition on revenue sharing in sharia financial institution.

The data analyzing method used by the researcher is qualitative data
analysis with Case Study formulate theory, looking at theory as well as cases as the
induction process from the observation toward facts (gathering information). Data
used in this research is primary data and secondary data which is taken from
interview result, financial report, and other supporting data.

Based on the data analysis and interview result done in this research, the
finding suggests that BMT Al Hijrah KAN Jabung have implemented tax system in
accordance with the generally applicable tax provision as well as withholding tax
system in BMT Al Hijrah KAN Jabung which is implemented in deposit revenue
sharing and time mudharabah (deposito). BMT Al Hijrah KAN Jabung cuts 10%
tax on revenue sharing whose value is greater or equal to Rp. 240.000. This action
Is done by BMT Al Hijrah in accordance with the Minister of Finance Regulation
Number 112/PMK.03/2010 about the procedures of tax income cut, payment, and
report on the deposit interest paid by the cooperative toward the member of
cooperative individuals.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara yang sedang berkembang
dan tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam
pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan Kketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan kebijakan-bebijakan
fiskalnya. Sehingga hal tersebut mampu mempercepat pembangunan ekonomi
Indonesia yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi dan
fundamental makro ekonomi yang kuat membuat peringkat Indonesia dalam Global
Competitiveness Report 2017-2018 menapak ke peringkat 36 dari semula peringkat
41 (naik 14 peringkat dari posisi lima tahun lalu). Beberapa perbaikan yaitu 10 dari
12 kategori, termasuk kesehatan, pendidikan dasar, dan infrastruktur.
Perkembangan ekonomi tersebut didukung perkembangan Realisasi APBN 2017

yakni Pendapatan Negara mencapai Rp. 1.099,3 triliun (63,3 persen terhadap



APBN) lebih baik dibandingkan yang sama tahun sebelumnya yang hanya
mencapai Rp. 1.082,6 triliun (60,6 persen terhadap APBNP) (Kemenkue, 2017).

Upaya yang dilakukan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat
ditunjukkan dengan pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas,
diantaranya seperti pembangunan infrastuktur, pengurangan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja, dan pengangguran kesenjangan. Selain itu, untuk
belanja negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah
Rp 2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah
dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 330,2
triliun atau 2,41 persen terhadap Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi

mendukung pembangunan yang produktif (Kemenkeu, 2017).

Grafik 1.1
Rincian Belanja Negara 2017
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Pencapaian target tersebut, perlu adanya pendapatan negara yang mampu

menetupi belanja negara yang sudah dianggarkan. Keuangan negara diperuntukkan

untuk membiayai segala jenis tugas yang tentunya dilaksakan oleh pemerintah, baik



itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis pendapatan
negara sebagai sumber keuangan negara adalah pajak, bukan pajak, dan hibah. Jenis
pendapatan yang sangat berperan penting dalam proses pembangunan adalah
penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak yang
diakses oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dari sektor
pajak dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 sampai bulan Oktober
mencapali Rp 1.489,9 triliun dari target penerimaan pendapatan negara yang
ditetapkan sesuai RAPBN 2017 sebesar Rp 1.750,3 triliun, maka dengan demikian
pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling
besar pada APBN.
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Grafik 1.3
Pendapatan Negara 2017
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Dari data diatas, menunjukkan bahwa pendapatan terbanyak berasal dari
penerimaan pajak. Untuk menutupi belanja negara yang sangat besar, pemerintah
harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak yang salah satunya dengan
menggunakan sistem pemungutan pajak. Dalam peraturan perpajakan, Indonesia
mengenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu official assesmsment system, self
assessment system, dan withholding tax system. Menurut Leornado (2016), cara
yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah
dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan
pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama
withholding tax system yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk
memotong besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, dimana didalam UU No. 36
Tahun 2008 juga telah dijelaskan bahwa pihak ketiga dimaksud adalah lembaga
yang berbadan hukum. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk

mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar. Oleh karena
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kelebihannya tersebut, banyak negara menerapkan withholding tax system dalam
sistem pajak penghasilannya sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak
terkecuali negara Indonesia. Akan tetapi yang membedakan sistem withholding tax
system yang berlaku di Indonesia dan dibanyak negara adalah bahwa dibatasi hanya
terhadap penghasilan yang dikategorikan sebagai passive income (pendapatan
pasif) seperti: gaji, upah, bunga, royalty, dividen, dan sewa. Sedikit negara yang
menerapkan atas penghasilan dari active income (kegiatan usaha) dan kalaupun ada,
hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha.

Para pelaku usaha yang semakin tumbuh dan berkembang pesat sehingga
dapat menunjang perekonomian Indonesia, baik usaha konvensional maupun usaha
yang berbasis syariah. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan perekonomian yang
berbasis syariah mulai bermunculan dari usaha yang menggunakan prinsip-prinsip
syariah hingga lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang juga
bermunculan. Perusahaan-perusahaan keuangan ini berupa bank-bank syariah,
bank perkereditan syariah, serta asuransi syariah. Perusahaan berbasis syariah ini
berbeda dengan perusahaan sejenis konvensional dalam cara melakukan transaksi
dimana perusahaan-perusaan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam
seperti prinsip kehalalan, kemaslahatan bersama, mengindari spekulasi, serta riba.

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi
berdasarkan prinsip konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi.
Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu
industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan

kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda



tersebut maka perlakuan perpajakan menjadi tidak rata bagi para pihak yang terlibat
untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip
syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikut terkait dengan
kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas
transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut (Desiana, 2011).

Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang banyak dikenal
dikalangan masyarakat adalah BMT. BMT vyang beroperasi di Indonesia
mendasarkan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan
prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh
pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM menjadikan BMT lebih
dikenal oleh masyarakat. Menjadi salah satu BMT yang beroperasi dan maju pesat
di Malang, BMT Al Hijrah KAN Jabung yang diresmikan pada tanggal 1 November
2012 didirikan untuk mensupport keuangan anggota yang sebelumnya semua
pembiayaan dilakukan oleh unit simpan pinjam. Dimulai dengan pembukaan BMT
Al Hijrah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang bekerjasama dengan bank Muamalat.
Setelah genap 3 tahun setelah dilakukan proses pengembangan dan penguatan
BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit simpan pin jam dilikuidasi oleh KAN Jabung
sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu
yaitu melalui BMT Al Hijrah.

Hadirnya BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan
dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, dengan disadarkan pada

kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup



masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh
masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, lembaga untuk memberdayakan ekonomi
umat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas. Seperti halnya BMT
Al Hijrah KAN Jabung yang mempunyai potensi yang cukup tinggi karena selain
didukung oleh kondisi masyarakat sekitar juga mempunyai kualitas SDM yang
memadai. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berada di tengah desa menjadikan
salah satu fasilisator masyarakat dalam hal menabung maupun pembiayaan. Selain
itu, dengan adanya prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Al Hijrah KAN
Jabung yang menjadikan suatu pandangan masyarakat bahwa BMT merupakan
salah satu lembaga keuangan yang terbebas dari bunga menjadikan BMT sebagai
salah satu pilihan masyarakat dalam menentukan sarana transaksi syariah.
Maraknya transaksi syariah yang semakin luas di Indonesia, pemerintah
memasukkan kegiatan usaha berbasis syariah dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
memasukkan penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g. Dimasukkan jenis penghasilan jenis ini sebagai
bagian dari objek Pajak Penghasilan didasarkan pada pemikiran bahwa perlu ada
perlakuan yang sama antara usaha berbasis syariah dengan usaha lain yang sejenis
(Desiana, 2011). Pada 3 Maret 2009, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi
Peraturan Pemerintah ini telah membedakan jenis usaha syariah yaitu perlakuan

pajak penghasilan yang meliputi margin (keuntungan) serta biaya dan pemotongan



dan pemungutan pajaknya. Detailnya disebutkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jendral Pajak (Per Dirjen Pajak).

Dalam Peraturan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak
atau pemungutan pajak dari usaha perbankan syariah berlaku mutatis mutandis
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan. Menteri keuangan juga mengatur dalam PMK Nomor
136/PMK.03/2011 yang menjelaskan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah termasuk bonus,
bagi hasil, margin keuntungan yang diterima dari kegiatan/transaksi nasabah
penerima fasilitas merupakan objek PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas
bunga. Maksud dari mutatis mutandis adalah ketentuan-ketentuan mengenai
penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku
dalam Undang-undang PPh berlaku pula diperaturan Menkeu.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, menjadikan latar belakang
peneliti untuk mengambil topik dengan judul “ANALISIS PENERAPAN
WITHHOLDING TAX SYSTEM PRESPEKTIF MUTATIS MUTANDIS
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT
AL-HIJRAH KAN JABUNG)” sebagai pemotong/pemungut yang wajib
melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas suatu jumlah tertentu dari
pembayaran, transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapat tugas dan
kepercayaan dari Undang-undang perpajakan untuk diteruskan ke kas negara dalam

jangka waktu tertentu.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penukis membuat rumusan
masalah: Bagaimana analisis penerapan withholding tax system perspektif mutatis
mutandis pada lembaga keuangan syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis
menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan withholding
tax system prespektif mutatis mutandis pada lembaga keuangan syariah di BMT Al
Hijrah KAN Jabung.
1.4 Manfaat Penelitian
Dari penellitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi
semu pihak yang terkait. Adapun manfaat bagi penelitian ini antara lain:
1.  Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi atau masukan bagi perkembangan di bidang Perpajakan dan juga
lembaga keuangan khususnya BMT Al Hijrah KAN Jabung mengenai
withholding tax system pada Pajak Penghasilan (PPh).
2. Prakstis
Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait
withholding tax system pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Al
Hijrah KAN Jabung dalam meningkatkan penerimaan pajak pada khususnya
dan dapat menjadikan masukan yang positif bagi Lembaga Keuangan Syariah

untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah kinerja dan
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dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Serta sebagai bahan referensi
tambahan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai withholding tax system
pada lembaga keuangan syariah. Sehingga diharapkan dapat memberikan
kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan perpajakan khususnya.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama Metode Penelitian Hasil Peneltian
1. | Romario, Watung | Deskriptif dengan cara | 1. Mekanisme
Leonardo (2016) melakukan pengamatan pemotongan,

Analisis Penerapan | dan wawancara secara
Pajak dengan | langsung pada objek
Withholding Tax | penelitian.

System  Terhadap
Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat 2
pada PT. Bank
Sulutgo di Kota
Manado

penyetoran,  pelaporan

perpajakan pada PT.

Bank SULUTGO.

a. Pemotongan
Dilakukan pada saat
terjadi transaksi dan
dibuat  rekapitulasi
nilai.  Setelah itu
mengisi dengan
lengkap dan benar
bukti  pemotongan
PPh Pasal 4 Ayat 2
sesuai dengan
Ketentuan
Perpajakan.

b. Penyetoran Dibuat
slip setoran pajak
elektronik kemudian
pajak tersebut disetor
ke rekening titipan;
kemudian
penyetoran
dilakukan pada
tanggal 10  dan
dilakukan  dengan
benar.

c. Pelaporan
Melaporkan Kantor
Pelayanan Pajak

Pratama Manado dan
pelaporan dilakukan
paling lambat pada
tanggal 20.
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No

Nama

Metode Penelitian

Hasil Peneltian

2. Pelaporan  Wittholding
Tax  System  Pajak
Penghasilan Final Pasal
4 Ayat 2 yang dipotong
PT. Bank SULUTGO.
Proses pelaporan dari
setiap hasil pajak adalah
PT. Bank SULUTGO
Cabang Utama  di
Manado dan bagian yang
mengurus hal ini adalah
Divisi Pajak BO (Back
Office).

Annisa, Nur
(2016)
Implementasi
Sistem
Withholding Tax
Terhadap  Pajak

Penghasilan (PPh)

pada Bank
Muamalat
Indonesia KCP
Tulungagung dan
Bank Jatim
Cabang  Syariah
Kediri

metode penelitian yang
berlandaskan pada
filsafat pospositivisme,
digunakan untuk meneliti
pada

kondisi  objek  yang
alamiah, dimana peneliti
sebagai instrumen kunci

Implementasi Sistem
Withholding Tax di kedua
bank terdapat persamaan dan
perbedaan. Untuk
persamaannya dari kedua
bank seluruh transaksi PPh
menggunakan sistem yang
terpusat ke Kantor Pusat
masing-masing dan juga
manajemen dalam mengolah
data PPh. Sedangkan untuk
perbedaannya dari nama
sistem dan juga prosedur
dari alur sistem Withholding
Tax. Sistem Bank Muamalat
Indonesia KCP
Tulungagung lebih
kompleks karena sistemnya
dalam lingkup nasional dan
semua transaksinya sudah

menggunakan sistem.
Sedangkan pada Bank Jatim
Cabang Syariah  Kediri
sistemnya belum terlalu
kompleks karena dalam
lingkup  regional daerah

provinsi Jawa Timur dan
masih ada beberapa transaksi
yang dihitung secara manual
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No Nama Metode Penelitian Hasil Peneltian
kemudian di-input ke dalam
sistem.

3. | Mokoago,  Wita | analisis deskriptif untuk Perhitungan PPh Final
Wardani  (2015). | memberikan gambaran | Pasal 4 ayat 2 atas bunga
Analisis apakah perhitungan | deposito dan tabungan
Perhitungan  Pph | pemotongan Pajak | nasabah PT. Bank Sulut
Pasal 4 Ayat 2 atas | Penghasilan Final | Cabang Kotamobagu telah

2 atas Bunga
Deposito dan
Tabungan Nasabah
pada PT. Bank
Rakyat Indonesia
(Persero), Thk
cabang Manado

deposito dan tabungan
nasabah telah  sesuai
dengan perundang
undangan yang berlaku
di Indonesia.

Bunga Deposito | Pasal 4 ayat 2 atas bunga | sesuai dengan Peraturan

dan Tabungan | deposito dan tabungan | Perundang undangan yang

Nasabah pada PT. | nasabah telah sesuai | berlaku.

Bank Sulut | dengan perundang Sebaiknya  Pimpinan

Cabang Kota | undangan yang berlaku | PT. Bank Sulut Cabang

Mobagu di Indonesia. Kotamobagu meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap
setiap nasabah, agar nasabah
meningkatkan jumlah
simpanannya pada bank.

4. | Tangka, Iraine | analisis deskriptif untuk | 1. Perhitungan bunga
Sari., Sabijono, | memberikan  gambaran tabungan pada PT. Bank
Harijanto.(2014). | apakah perhitungan Rakyat Indonesia
Analisis pemotongan Pajak (Persero), Tbk
Perhitungan  Pph | Penghasilan Final menggunakan  metode
Final Pasal 4 Ayat | Pasal 4 ayat 2 atas bunga saldo terendah yang

dihitung otomatis oleh
sistem yang ada.

Jumlah bunga deposito
dan tabungan nasabah
pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Thk
yangnominalnya kurang
dari  Rp7.500.000 dan
bukan merupakan nilai
yang terpecah — pecah
tidak dikenakan Pajak
PPh Final Pasal 4 Ayat
(2).

Jumlah bunga deposito
dan tabungan nasabah
pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Thk
yang nominalnya lebih
dari Rp7.500.000 dan
bukan merupakan nilai
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No

Nama

Metode Penelitian

Hasil Peneltian

yang terpecah -pecah
dikenakan Pajak PPh
Final Pasal 4 Ayat (2)
sesuai dengan tarif yang
berlaku.

4. Perhitungan dan
Pemungutan PPh Final
Pasal 4 Ayat 2 Atas
Bunga Deposito dan
Tabungan pada PT. Bank
Rakyat Indonesia
(persero), Thk Cabang
Manado telah sesuai
dengan aturan
perundang-undangan
yang ada, yakni UU. No.
36 Tahun 2008 tentang
pajak penghasilan.

Aghnia
Yurizkanti, Catur
Sasongko (2013)
AnalisisKetepatan
Pengenaan  PPh
untuk  Deposito
Mudharabah yang
Dipersamakan
dengan Deposito
Bank
Konvensional

Penelitian ini dilakukan
dengan  menggunakan
studi linier literatur yang
dikombinasikan dengan
wawancara mendalam.
Penelitian ini berfokus
kepada proses bisnis dan
karakteristik deposito di
bank konvensional
maupun bank syariah
serta perpajakan untuk
deposito.

Pengenaan pajak
penghasilan untuk deposito
mudharabah tidak
dipersamakan dengan
deposito bank konvensional.
Hal ini dikarenakan antara
bank konvensional dengan
bank  syarian  memiliki
proses bisnis yang berbeda,
dimana perbedaan tersebut
meliputi prinsip yang dianut,
penggunaan bunga dalam
kegiatan usaha, pandangan
mengenai hubungan antara
bank  dengan  nasabah,
kewajiban bank kepada
nasabah atas dana yang
diinvestasikan oleh nasabah,

tujuan  usaha, kegiatan
bisnis/usaha yang dilakukan
serta pihak yang

menanggung resiko. Selain
itu, karakteristik deposito
bank koonvensional dengan
karakteristik deposito
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No

Nama

Metode Penelitian

Hasil Peneltian

mudharabah memiliki pula
berbagai perbedaan, seperti
penggunaan akad yang
sesuai  syariah,  bentuk
pengembalian yang
diberikan, kepastian
pengembalian, risiko, bentuk
keuntungan  bank  yag
dibagikan kepada nasabah,
kerugian yang ditanggung
olen nasabah, apa yang
ditentukan diawal perjanjian
serta cara penggunaan dana

nasabah deposito.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang identik dengan penelitian ini
adalah:

Hasil penelitian Watung (2016), yaitu mekanisme pemotongan, penyetoran,
pelaporan perpajakan pada PT. Bank SULUTGO dilakukan pada saat terjadi
transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan
benar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.
Dibuatnya slip setoran pajak elektronik kemudian pajak tersebut disetor ke rekening
titipan, kemudian penyetoran dilakukan pada tanggal 10 dan dilakukan dengan
benar.

Hasil penelitian Nur Annisa (2016), vyaitu Implementasi Sistem
withholding tax di kedua bank terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk
persamaannya dari kedua bank seluruh transaksi PPh menggunakan sistem yang
terpusat ke kantor pusat masing-masing dan juga manajemen dalam mengolah data

PPh. Sedangkan untuk perbedaannya dari nama sistem dan juga prosedur dari alur
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sistem withholding tax. Sistem Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung lebih
kompleks karena sistemnya dalam lingkup nasional dan semua transaksinya sudah
menggunakan sistem. Sedangkan pada Bank Jatim cabang syariah Kediri sistemnya
belum terlalu kompleks karena dalam lingkup regional daerah provinsi Jawa Timur
dan masih ada beberapa transaksi yang dihitung secara manual kemudian di-input
ke dalam sistem.

Hasil penelitian Mokoago (2015), menunjukkan perhitungan PPh Final
Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut cabang
Kotamobagu telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sebaiknya pimpinan PT. Bank Sulut cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah
simpanannya pada bank.

Hasil penelitian Tangka dan Sabijono (2014), yaitu perhitungan bunga
tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menggunakan metode
saldo terendah yang dihitung otomatis oleh sistem yang ada. Jumlah bunga
deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang
terpecah-pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Perhitungan dan
pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Manado telah sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak

penghasilan.
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Hasil penelitian Yurizkanti & Sasongko (2013), yaitu bahwa pengenaan
pajak penghasilan untuk deposito mudharabah tidak dipersamakan dengan deposito
bank konvensional. Hal ini dikarenakan antara bank konvensional dengan bank
syariah memiliki proses bisnis yang berbeda, dimana perbedaan tersebut meliputi
prinsip yang dianut, penggunaan bunga dalam kegiatan usaha, pandangan mengenai
hubungan antara bank dengan nasabah, kewajiban bank kepada nasabah atas dana
yang diinvestasikan oleh nasabah, tujuan usaha, kegiatan bisnis/usaha yang
dilakukan serta pihak yang menanggung resiko. Selain itu, karakteristik deposito
bank koonvensional dengan karakteristik deposito mudharabah juga memiliki
berbagai perbedaan, seperti penggunaan akad yang sesuai syariah, bentuk
pengembalian yang diberikan, kepastian pengembalian, risiko, bentuk keuntungan
bank yang dibagikan kepada nasabah, kerugian yang ditanggung oleh nasabah, apa
yang ditentukan diawal perjanjian serta cara penggunaan dana nasabah deposito.
2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran kepada kas negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Menurut S.l.Djajadiningrat
pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
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negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dr. N. J.
Feldmann mengemukakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017). Menurut Undang-Undang No. 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah yang
artinya; “pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh rakyat para penarik pajak”.
Menurut imam Al-Ghozali dan imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan
oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik
dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan
masyarakat umum) ketika tidak ada kas di baitul mal. Dalam islam mengenal istilah
pajak dengan sebutan al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada
pemerintahan islam), al-Kharaj (pajak buku yang dikeluarkan oleh negara islam),
dan al- ‘Usyur yaitu bea culai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara
islam (lbrahim & Saleh, 2014). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim
kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak

tersebut diwajibkan kepada kaum muslim, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in
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hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya. Dalam Al-Quran
dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya
dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak salah satu jalan yang dianggap batil

untuk memakan harta sesamnya sesuai firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:

ol 28 10l T Y 15T 0 i g

3

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil....”. (0S. An-Nisa’: 29).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam bersabda:
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“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali).
Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari
pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad).
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

b) Wajib pajak bersifat pasif
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c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.
b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh
wajib pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya
untuk memotong serta memungut pajak, menyetor pajak, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana sarana perpajakan yang tersedia.
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung
pada pihak ketiga yang ditunjuk.
Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2.2.3 Withholding Tax System

Withholding tax system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak (Mardiasmo, 2016). lde pemungutan pajak menggunakan cara withholding
tax system pertama kali diintroduksi (dikenalkan) di Amerika Serikat pada tahun
1943 dalam rangka mengakselerassi pemotongan/pemungutan pajak selama perang
dunia I1. Karena terbukti effisien dan efektif, withholding tax system dengan cepat
diadopsi oleh negara-negara lainnya. Dalam withholding tax system, pihak ke-3
(yang berkaitan dengan wajib pajak) yang menghitung, menetapkan, menyetorkan,
dan melaporkan pajak yang sudah dipungut/dipotong tersebut. Misalanya, pemberi
kerja wajib menghitung dan menetapkan berapa pajak penghasilan yang harus
dipotong atas penghasilan (gaji, upah, dan sebagainya) yang diterima oleh
pegawainya. Lalu ia juga harus menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong
tersebut, kemudian melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (Annisa, 2016).

Withholding tax system merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan
oleh pemerintah untuk memungut pajak yaitu dengan cara mewajibkan Wajib Pajak
untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajak pihak lain. Banyak
negara yang menerapkan withholding tax system dalam pajak penghasilannya
sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak terkecuali negara Indonesia. Akan
tetapi, yang membedakan withholding tax system yang berlaku di negara Indonesia
dan di banyak negara adalah bahwah penerapan withholding tax system di banyak

negara dibatasi hanya terhadap penghasilan yang diketegorikan sebagai passive
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income (pendapatan pasif) dan sedikit negara yang menerapkan atas penghasilan
active income (pendapatan dari kegiatan usaha) dan kalaupun ada, hanya diterapkan
atas beberapa jenis penghasilan usaha. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak
atas penghasilan usaha biasanya dilakukan melalui mekanisme angsuran masa yang
jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Sedangkan di Indonesia,
penerapan withholding tax system hampir meluas dikenakan terhadap seluruh
penghasilan dari kegiatan usaha seperti yang diatur dalam PER-70/PJ./2007 tanggal
9 April 2007. Dalam konteks UU PPh, withholding tax system ini diperlakukan
sebagai advance payment (angsuran pembayaran) pajak, atau sebagai pemungutan
pajak final (Erlinda, 2011).

Seperti telah disebutkan di atas, withholding tax system ini merupakan cara
termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di pihak lain, yaitu pihak
wajib pajak, withholding tax system ini menimbulkan cost of compliance (beban
pemenuhan kewajiban) perpajakan yang tinggi, yaitu misalnya beban administrasi,
beban sanksi administrasi kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau
tidak dan/atau belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam
sistem withholding tax system ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan
memenuhi administrasi pajaknya pihak lain (wajib pajak lain) yang mana
kewajiban untuk memenuhi administrasi pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya
adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini adalah Ditjen Pajak). Apabila
dikaitkan dengan self assessment system, yang memberikan kepercayaan penuh
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak wajib pajak sendiri, bukan
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pajaknya wajib pajak lain/pihak lain), maka konsep withholding tax system ini
berbeda dengan self assessment system. Dalam withholding tax system, Wajib Pajak
diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan,dan mengadministrasikan
pajaknya pihak lain. Sedangkan dalam self assessment system, Wajib Pajak
berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan
kewajiban pajaknya sendiri.

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa
sesungguhnya ketaatan dalam mematuhi peraturan pemerintah yang bersifat baik

sangatlah dianjurkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Croall 3 Belal) &) B agens g LY

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena
sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma ruf (baik) saja.” (HR.
Bukhari dan Muslim).

Dalam withholding tax system yang berlaku saat ini di Indonesia,
kewenangan Dirjen Pajak dalam menentukan jenis-jenis penghasilan yang
merupakan objek withholding tax. Tidak adanya pembatasan mengenai jenis-jenis
penghasilan yang layak dan tidak layak dikenakan withholding tax tentunya akan
memberi  keleluasaan  bagi  pemerintah  untuk  terus = memperluas
pengenaan withholding tax ini. Alasannya adalah karena penerimaan pajak akan
mudah terkumpul dan tugas pemerintah (Ditjen Pajak) cukup mengawasi saja, dan
kalau ada Wajib Pajak tidak menjalankan withholding tax system tersebut dengan
benar, maka Ditjen Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi, yang tentunya

akan menambah penerimaan negara. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak

perluasan withholding tax system ini tentunya menimbulkan cost of compliance
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(biaya kepatuhan) yang tinggi, karena mereka dibebani untuk memungut pajaknya
pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan
mengadministrasikannya.

Pasal 23A UUD 1945 juga menyatakan secara bahwa pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang.
Sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah “taxation without
representation is robbery” dan di Inggris dikenal dengan istilah “no taxation
without representation”. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib
Pajak yang yang telah banyak membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak
melalui withholding tax system perlu dipertimbangkan adanya pemberian
kompensasi, seperti yang dilakukan di negara bagian Amerika Serikat yang
memberikan kompensasi kepada pemotong/pemungut pajak untuk menutupi biaya
yang telah dikeluarkannya dalam rangka melakukan administrasi pemotongan dan
pelaporan pajak.

Dalam keadaan demikian kaum muslimin tidak boleh melakukan
perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih
besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka
berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram
dan tidak dianggap sebagai dosa. Di dalam hadits yang shahih, Nabi SAW telah

berwasiat kepada umatnya:
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3.
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“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan
juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang
hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya:
“Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Beliau
bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun
punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat
kepadanya.” (HR. Muslim).

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak dan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016:163).
Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,
Koperasi, dana pensiun, persekurtuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.2.5 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3. Laba usaha;

4. Ketentuan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambil alihan usaha, atau organisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun;

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
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badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
Sewa dan penghasilan lain sehugungan dengan penggunaan harta;
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;



15.

16.

17.

18.

19.

2.2.6

28

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;
Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
Surplus Bank Indonesia.
Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Dalam ketentuan pengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini,
ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan
atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan
pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat fianl, tetap dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan
dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak
diperhitungkan sebagai Kredit Pajak (Mardiasmo, 2016).

Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui
pemotongan/pemungutan yaitu:
PPh Pasal 21
Tarif pajak yang berlaku serta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal
21 Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 UU PPh,

diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
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a. Pegawai tetap
Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar
penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto
dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan
dan iuran-iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh

pegawai.

PPh Pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan neto — PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan bruto — biaya jabatan — iuran pensiun
dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri — PTKP) x tarif
Ps 17 UU PPh.

b. Penerima pensiun berkala
Besarnya penghasilan kena pajak bagi penerima pensiun berkala
adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya
penghsilan neto adalah seluruh jumlah penhasilan bruto dikurangi

dengan biaya pensiun.

PPh Pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan neto — PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan bruto — biaya jabatan — iuran pensiun —
PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh.

c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau
jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan

kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan
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d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat
berkesinambungan.
2. PPh Pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau
Direktorat Jendral Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank
devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan
dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara
melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk olen Menteri
Keuangan.

3. PPh Pasal 23 atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang
lain, jasa, hadiah, dan penghargaan.
Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 23 adalah
a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil

usaha koperasi.

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja jaminan

pengembalian utang.

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
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c. Royalti
Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh

Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penguunaan harta,

kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

4. PPh Pasal 24 Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri.
5. PPh Pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri.
6. PPh Pasal 4 Ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-
tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di
bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau

bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.
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Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan

tabungan, dan diskonto setifikat Bank Indonesia

PPh (Final) = 20% x Bruto

. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto
obligasi yang dijual di bursa efek.
Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau

bangunan

PPh (Final) = 10% x Bruto

. PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan

PPh (Final) = 5% x Bruto

Usaha Jasa Kontruksi
Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa
kontruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas hadiah undian

PPh (Final) = 25% x Bruto

PPh Final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak

berjangka yang diperdagangkan di bursa

PPh (Final) = 2,5% x Bruto

. PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PPh (Final) = 1% x jumlah peredaran bruto setiap bulan
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2.2.7 Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah
mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-
undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-
undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangnya perbankan
syariah di Indonesia tersebut mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah
lainnya seperti halnya Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian
Syariah, Koperasi Syariah dan juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering
disebut dengan Baitul Mall wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro
yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(Wiroso, 2011).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, menjelaskah bahwa Perbankan Syariah
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya. Alasan mendasar lahirnya bank syariah
sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur riba, ketidak
adilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan
operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai
bentuk transaksi riba yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini
mengandung unsur riba karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan
karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada

yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau
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kerugian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An Nisa’ ayat

58.

°
-

C=

\No—

Al

Haw

& O

\
AN
b —
-
°
2y
\C
o
o
N
C
w
S
)
R
°
T
°
\
\
U
Ly
£
\
—n
G
ww—
[o3Y
o
v
[y
[V
\
e
—n\

ot it S5 D &) & \.5\%“'/:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).

2.2.8 Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Kemunculan lembaga Baitul Maal wal Tamwil, yang melakukan kegiatannya
berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dirasakan dapat memenuhi kebutuhan,
tidak hanya karena sistemnya yang syariah, namun juga fungsi manfaat sosial dan
ekonomis. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan
mikro syariah dengan nama genetik BMT. Sampai dengan tahun 1993, kegiatan
operasional BMT di Indonesia masih beragam, baik dari sisi produk, akad, maupun
sistem operasionalnya. Situasi perekonomian nasional yang krisis pada tahun 1991,
melatarbelakangi kebijakan pemerintah yang dikenal dengan “Tight Money
Policy”, yang disusul dengan kebijakan perbankan dengan mempermudah
pendirian bank-bank. Pada masa inilah BMT yang beroperasi di Indonesia
mendasarkan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan

prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh

pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM sebagai departemen terkait
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dengan Keputusan Menteri Keuangan UMKM No. 91/Kep/M.KUKM/1X/2004
(Cokrohadisumarto, Ismail, Wibowo, 2016).
2.2.9 Jenis-jenis Transaksi Syariah
Wiroso (2011), menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam
dalam kegiatan dari usaha Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah
memiliki beberapa jenis-jenis transaksi syariah diantaranya:
2.2.9.1 ljarah
ljarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa
(ujrah), antara perusahaan pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa
(musta ’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
Sewa menyewa disyari‘atkan berdasarkan al-Quran dan sunnah
ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong
mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Hadits. Seperti dalam

Firman Allah Swt QS Az-Zukhruf:32 :

L3
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"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian
yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.” (QS Az Zukhruf : 32).
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2.2.9.2 ljarah Muntahiyah Bittamlik
Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al
muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan

dengan pemberian keuntungan (ujrah).

2.2.9.3 Murabahah

Murabahah adalah menjual barang degan harga jual sebesar harga
perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus
mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
Murabahah merupakan salah satu prinsip dalam jual beli, selain salam dan
istishna’. Prinsip murabahah sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum
Lembaga Keuangan Syariah tumbuh di Indonesia. Murabahah telah
dilaksanakan pada pasar, toko dan sejenisnya yang dikenal dengan jual beli
barang. Islam juga telah mengajarkan prinsip mudharabah dalam akad jual
beli yang tercantum dalam Q.S Al Bagarah: 275 serta dalam Q.S An Nisa:

29

lysll g5 &1 4T -

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Q.S
Al Bagarah: 275)

v&“u“f‘f 52 0,85 of 37; Jub o= rg\yujj_a, N u,m Vi

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29).
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2.2.9.4 Salam

Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan). Salam adalah
akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan
pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati
para pihak.

Al-Hadist

-
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Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu "alaihi wa Sallam datang ke Madinah
dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua
tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka
hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa
tertentu." Muttafag Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa
meminjamkan sesuatu."
2.2.9.5 Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana
(shahib al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan
dibagi sesual nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik
dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah mugaradhah dan giradh.
Dalam Accounting and Auditing for Islamic Institutions menjelaskan bahwa

mudharabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara

modal dan usaha. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima
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dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara
kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana,
asalkan tidak terjadi kesalahan, atau pelanggaran syariah yang telah
ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Hadits yang
diriwayatkan oleh Baihagi dan Ibnu Majah menejelaskan bagaimana tata cara

bertransaksi yang baik:

o -l B R R o e o P - S T S S
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Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihagi dan Ibnu
Majah, dan dinilai shahih oleh lIbnu Hibban).

Kemuduian dijelaskan lagi oleh Ibnu Majah mengenai akad

mudharabah:

N
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“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak
secara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ”(HR. Ibnu
Majah dari Shuhaib).
a. Mudharabah Musytarakah
Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan

melalui akad kerja sama antara perusahaan dan pihak lain yang bertindak

sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana
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(shahibul maal) dan Perusahaan selaku pengelola dana (mudharib) turut
menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha
dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

b. Mudharabah Al Muthlagah (Deposito Berjangka)

Deposito berjangka adalah simpanan (pada umumnya untuk satu bulan
ke atas) yang masuk kedalam rekening investasi umum dengan prinsip
mudharabah al muthlagah. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai
investasi tidak terkait. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk
mencari keuntungan dari pada untuk mengamankan uang. Dalam
mudharabah al muthlagah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan
mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil
disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi
sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena
kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai shahibul
maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitauhuan terlebih
dahulu.

c. Mudharabah Al Mugayyadah (Deposito/Investasi Khusus)

Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi para
nasabah/investor besar dan institusi. Dalam mudharabah al mugayyadah
bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu yang
diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati
bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek

investasi yang dipilih.
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2.2.9.6 Istishna’

Istishna’ adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati
antara pemesan (pembeli, mustahni’) dan penjual (pembuat, shani’)
dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak. Dalam hadits
yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan jelas tentang kesepakatan

dalam menjalankan transaksi yang jelas:
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Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-
Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi
menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia
dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan
sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR.
Muslim).
2.2.10 Mutatis mutandis
Mutatis mutandis berasal dari Bahasa latin yang artinya kurang lebih
perubahan yang penting telah dilakukan. Istilah ini digunakan pada saat
membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. Menurut Black’s Law
Dictionary Seventh Edition, mutatis mutandis berarti:
“All necessary changes having been made. with the necessary changes,

what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all

the later ones.” (Semua perubahan yang diperlukan telah dibuat. dengan
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perubahan yang diperlukan, apa yang dikatakan tentang kontrak pertama

berlaku mutatis mutandis untuk semua yang kemudian).

Sedangkan  menurut  buku Terminologi Hukum karangan IPM
Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “dengan perubahan yang perlu-perlu”.
Sebagaimana dalam beberapa Undang-undang yang berlaku mutatis mutandis
seperti berikut:

a. Pasal 54 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5)

mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.”

Merujuk pada pengertian mutatis mutandis di atas, maksud dari
pasal ini adalah bahwa ketentuan pada pasal 52 UUPT, dengan perubahan-
perubahan yang diperlukan, berlaku juga untuk pemegang pecahan nilai
nominal saham.

b. Pasal 28 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten):
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.”

Maksudnya, ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU Paten
tersebut (data apa saja yang diisikan pada permohonan untuk mendapatkan
paten), berlaku juga, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, untuk
permohonan paten yang menggunakan hak prioritas.

Dari uraian di atas, maka mutatis mutandis dapat diartikan dengan
perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Hukum mutatis mutandis

dalam islam sama halnya dengan giyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran
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sesuatu dengan yang lainnya atau menyamakan sesuatu dengan sejenisnya.
Sedangkan menurut terminologi, definisi giyas secara umum adalah suatu proses
penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu
nash baik di Al Quran dan As Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam
nash karena ada kesamaan dalam alasannya ( ‘i/lat), (Syafi’l, 2007). Hal ini sesuai
dengan (QS Al- Hashr:2).

“ maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan .

Qiyas adalah membandingkan yang didiamkan (tidak ada ketentuan
hukumnya) kepada yang diterangkan (sudah ada ketentuan hukumnya) pada ‘illat
hukum. Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada hukum lain yang
diketahui, karena persekutuan (persamaan) ‘illat hukum. Sedangkan giyas menurut
istilah para ahli ushul figih adalah mempersembahkan keadaan perkara yang tidak
ada nash dan ketentuan hukumnya dengan keadaan perkara yang ada nash dan
ketentuan hukumnya karena pada dua perkara tersebut terdapat illat hukum yang
sama (Beni & Januri, 2014:176).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan secara tegas bahwa yang
dimaksud dengan giyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada
ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Proses
giyas untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya adalah dengan mencari nash
hukum yang jelas untuk kasus tertentu, setelah itu para mujtahid akan mencari ‘illat
untuk kasus yang dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya ‘i//at maka mujtahid
dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut,

sedangkan jika tidak ditemukan ‘i/lat nya maka akan dicari kehukum pokok (ashl).
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2.2 Kerangka Berfikir
Dalam penelitian ini mengungkapakan bagaimana proses perhitungan,
pemotongan/pemungutan dan penyetoran withholding tax system, dalam prosedur
transaksi syariah oleh lembaga keuanga syariah BMT Al Hijrah KAN Jabung.
Dimana dalam lembaga keuangan syariah yang juga melakukan transaksi simpan
pinjam seperti halnya dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga
keuangan konvensional telah melakukan withholding tax system yang sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum. Untuk melihat bagaimana
prosedur withholding tax system yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah
maupun kegiatan usaha lainnya yang berbasis syariah, maka Menteri Keuangan
(Menkeu) menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kegiatan usaha
perbankan syariah melalui Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.03/2011. Dalam
peraturan dimaksud disebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan
pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha perbankan syariah
berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pph).
Hasil yang didapat dengan melihat bukti-bukti transaksi, dokumen
perpajakan, serta hasil wawancara yang telah dilakukan akan menghasilkan opini
maupun fakta yang nantinya akan digunakan sebagai pengetahuan dan bahan

pertimbangan oleh pihak yang terkait.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Gambar 2.1
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melelalui
pendekatan kualitatif dengan metode Case Study untuk membangun analisa secara
mendalam atas kasus tunggal atau multi-kasus. Artinya data yang dikumpulkan
bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah
wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, catatan, memo, dan dokumen
resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitataif ini adalah
ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci
dan tuntas. Oleh karena penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini
adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku

dengan menggunakan metode diskriptif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga keuangan syariah.
Adapun objek penelitian yang diambil oleh penulis guna mendapatkan data adalah
Baitul Maal wal Tamwil (BMT) Al Hijrah KAN Jabung yang bertempat di jalan

Suropati No. 04, Kemantren, Jabung, Malang, Jawa Timur.

3.3  Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pegawai lembaga keuangan syariah yang

memiliki wewenang untuk melakukan witholding tax system. Dalam hal ini, subjek

45
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penelitian yang diambil penulis adalah salah satu pegawai di Baitul Maal wal
Tamwil (BMT) Al Hijrah KAN Jabung.
3.4  Data dan Jenis Data

Untuk penulisan skripsi ini, data yang dibutuhkan adalah data primer dan
sekunder. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung
dari pihak yang terkait dengan menggunakan sistem tanya jawab (wawancara)
mengenai proses pemotongan/pemungutan serta perhitungannya. Data Sekunder,
yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang
dibutuhkan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam
arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data
sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:
a. Laporan Keuangan
b.  Bukti transaksi
c. Catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

dokumenter)

d.  Data lain yang mendukung berupa teks dari internet
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sehingga
untuk memaksimalkan hasil yang didapat, metode kualitatif pada teknik

pengumpulan data memiliki bermacam-macam, antara lain: observasi
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(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan
gabungan keempatnya (Sugiono:2012).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan dua
metode.
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincolnd dan Guba
(1985) dalam bukunya Moleong antara lain, mengontruksi mengenai orang,
kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain
kebulatan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terlibat pada
obyek yang diteliti. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah
tertentu yang bersifat kompleks, sensitive atau controversial, sehingga
kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuisioner akan kurang
memperoleh tanggapan responden. Wawancara dalam penelitian ini
dilakukan kepada pihak pegawai BMT Al Hijrah KAN Jabung dan pengurus
Koperasi KAN Jabung yang memiliki wewenang dalam mengambil
kebijakan dalam prosedur yang ada di BMT Al Hijrah KAN Jabung guna
mendapatkan informasi yang cukup jelas serta terperinci, sehingga data yang

diterima valid.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyelidik benda-benda seperti buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan
sebagainya. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat,
mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen serta laporan-
laporan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti (Annisa, 2016). Dalam
penelitian ini, dokumen yang diperlukan adalah data-data tentang
perusahaan, bukti perhitungan PPh dan penyetoran withholding tax system
tahun 2017 dan Januari 2018 pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang.
Peneitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan pertimbangan
sebagai berikut:

a) Dokumen digunakan sebagai sumber data karena datanya stabil, kaya

akan informasi;

b) Berguna sebagai bukti kebenaran dalam suatu pengujian;

c) Lebih murah dan mudah didapatkan.
Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis

catatan observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman
peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang
lain (Azizah, 2015). Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data yang
digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif dengan Case Study
menyusun teori, memandang teori serta kasus sebagai hasil proses induksi dari

pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi). Teori pada dasarnya
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merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses
pengumpulan data, kategorisasi data dan pengembangan pola atau susunan teori.
Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui jenis withholding tax system yang dipotong/dipungut di BMT
Al Hijrah KAN Jabung.

2. Menghitung witholding tax system atas penghasilan atas bagi hasil simpanan
dan deposito perusahaan jasa keungan syariah sesuai dengan peraturan
perpajakan dengan data yang diperoleh.

3. Membandingkan perhitungan hasil penelitian antara data yang diperoleh dari
BMT Al Hijrah KAN Jabung dengan peraturan perpajakan yang berlaku
umum.

4. Menganalisis apakah pehitungan, pemotongan/pemungutan dan pelaporan
witholding tax system sudah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan
yang ditetapkan di Undang-undang Perpajakn dengan perspektif mutatis

mutandis.



BAB IV

PEPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data
41.1 Latar Belakang Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung ini berdiri pada tanggal 27 Mei 1979
sebagai KUD Jabung. Dengan bidang usaha sarana produksi pertanian, TRI, dan
pengadaan pangan. Dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta
tidak adanya visi yang jelas, maka keberadaan KUD Jabung belum bisa dirasakan
manfaatnya oleh anggota dan masyarakat. Beberapa kali pergantian pengurus dan
manajemen, belumlah mampu menghasilkan perbaikan yang berarti. Bahkan terjadi
mismanajemen yang berkepanjangan sampai mencapai klimaksnya pada tahun
1984, dimana KUD Jabung pada waktu itu sudah tidak mampu lagi membayar
kewajiban-kewajibannya kepada anggota dan Bank. Hutang yang banyak serta
tunggakan kredit yang tak mampu dibayar, mewarnai kondisi KUD Jabung waktu
itu.

Tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun dengan kualitas dan
kuantitas SDM yang terbatas, KUD Jabung mulai berbenah diri dan mulai bangun
dari keterpurukan. Dimulai dengan upaya membangun kembali kepercayaan
anggota manajemen baru tidak segan-segan datang dari rumah kerumah untuk
meyakinkan anggota. Begitu juga kewajiban-kewajiban dan tunggakan kredit ada.
Unit Tebu Rakyat, yaitu satu-satunya usaha yang bisa dibangun kembali, sekuat
tenaga deberdayakan. Kerja sama dengan bank dan pabrik gula menjadi fokus

utama disamping pendekatan dan pelayanan kepada petani tebu yang terus
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diperbaiki. Alhamdulillah dengan komitmen yang kuat pengurus dan manajemen,
didukung oleh segelintir karyawan serta para petani tebu, kepercayaan perbankan,
pabrik gula, pemerintah serta anggota tumbuh kembali. Momentum ini tidak disia-
siakan oleh manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan, agar
KUD Jabung bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak anggota. Untuk itulah
pada tahun 1989 akhir, KUD Jabung mulai mengembangkan usaha sapi perah,
menyusul usaha simpan pinjam dan pertokoan yang juga sama- sama dalam proses
perintisan.

Tantangan terbesar saat itu adalah merubah para buruh tani menjadi
peternak sapi perah yang pada dasarnya ritme kerjanya sangat berbeda. Semangat
perubahan yang kuat ditanamkan pada semua pihak, dan akhirnya dengan
perkembangan yang telah dicapai tersebut KUD Jabung sempat meraih
penghargaan sebagai KUD terbaik Nasional tahun 1997. Pada tahun 1998, KUD
Jabung berubah menjadi Koperasi Argo Niaga setelah melalui proses penggodokan
dengan anggota dan tokoh masyarakat. Kembali ke jati diri koperasi dengan menata
kembali penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi menjadi landasan utama
pengembangan KAN Jabung dengan tujuan untuk mengedepankan kemandirian
dan profesionalisme dalam mengembangkan ekonomi lokal khususnya anggota.

Perbaikan pengembangan yang terus menerus (continious Improvement &
Development) menjadi tekad yang dipegang teguh oleh pengurus, manajemen dan
pengawas. Pada tahun 2001-2004 KAN Jabung bekerjasama dengan Canadian
Cooperative Association (CCA) melakukan perubahan besar-besaran dibidang

SDM dan sistem manajemen. Upaya ini secara terencana gencar dilakukan, mulai
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dari perubahan dibidang organisasi, yaitu perubahan AD/ART, struktur organisasi,
revitalisasi tupoksi pengurus, heregistrasi anggota sampai pembenahan organisasi
kelompok anggota. Dibidang manajemen juga dilakukan perubahan-perubahan,
yaitu menata kembali desain bisnisnya. Untuk keberhasilan upaya ini KAN Jabung
tidak segan-segan bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di
bidang masing-masing. Hingga akhirmya beberapa penghargaan berhasil diperoleh,
diantaranya: pada tahun 2007 dan 2013 mendapatkan penghargaan sebagai
Koperasi Produsen berprestasi tingkat Nasional, tahun 2013 mendapatkan
penghargaan energi prakarsa dari Kementrian ESDM, dan pada tahun 2015 KAN
Jabung dinyatakan masuk dalam rangking 100 koperasi besar Indonesia.

Koperasi Agro Niaga Jabung berlokasi di jalan Suropati No. 4-6 Kemantren

Jabung Malang lokasi ini didukung oleh keadaan biografis sebagai berikut :

Lahan kering : 3.493.046 Ha
Lahan Sawah :1.169. 102 Ha
Lahan Hutan : 7.931.800 Ha
Lahan perkampungan : 934.545 Ha
Lahan Pekarangan :31.077 Ha

Maka total luasnya 13.568.570 Ha dan ketinggian lahan rata-rata 600 Meter
di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 85 ’C keadaaan tersebut sangat
cocok untuk pengembangan usaha sapi perah, sehinga kondisi tersebut
dimanfaatkan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Jabung sebagai unit usaha inti (Core

Business).



41.2

53

Sebagai suatu lembaga wusaha yang bergerak dalam lingkungan
pemberdayaan ekonomi rakyat KAN Jabung telah dilengkapi dengan perjanjian

yang dipenuhi, yaitu:

1. Badan Hukum Nomor 1 4427/BH/1980

2. SIUP : 123/10-25/PPM/X11/90
3. TDUP : 13242600028

4. NPWP :01.426.021.623.000

5. PKP :623.023.140295

6. TDP : 13252600028

Visi, Misi, Tekad & Motto KAN Jabung
Visi
Visi dari KAN JABUNG yaitu “Menjadi Koperasi Agrobisnis yang
Kompetitif dan tumbuh berkelanjutan”.
Misi
Misi dari KAN JABUNG antara lain :
Berpegang teguh terhadap jati diri koperasi
Meningkatkan kualitas hidup anggota, karyawan, dan masyarakat
Berorientasi global dan berwawasan lingkungan
Membangun sumber daya manusia yang bertagwa dan profesional
Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
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Tekad

Tekad dari KAN Jabung adalah “Tumbuh dan berkembang bersama anggota
menuju hari esok yang lebih baik”.

Motto

Melayani dan memberdayakan

Struktur Organisasi Instansi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama
antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai
tujuan yang sama pula. Kerjasama yang erat dari fungsi yang satu dengan yang
lainnya sangat diharapkan untuk dibina terus demi perkembangan koperasi
selanjutnya. Berbagai fungsi dari orang-orang tersebut dipersatukan dalam
hubungan yang harmonis sehingga kepentingan masing-masing dipersatukan dalam
suatu kepentingan bersama. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik sehingga
kewajiban dan tugas dari masing-masing orang dapat seimbang dalam seluruh
kegiatan koperasi.

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Melaui rapat
anggota dapat ditetapkan hal-hal mendasar yang menyangkut kehidupan
perkoperasian dan diketahui sejauh mana tanggung jawab yang telah dibebankan
pengurus dan pengawas yang telah dijalankan. Tugas dan tanggung jawab (Rapat
Anggota) sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 23
menetapkan:

a. Anggaran Dasar.

b. Kebijakan umum dibidang koperasi, manajemen dan usaha koperasi.
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c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta
pengesahan laporan keuanggan.

e. Pengesahan pertanggung jawaban pemgurus dan pelaksana tugas.

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Koperasi KAN Jabung dalam melaksanakan tujuan dan maksud tersebut
diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan tepat. Struktur organisasi
koperasi adalah merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan koperasi yang telah
ditetapkan dan direncanakan. Yang mana didalamnya diletakkan pembagian kerja
dari masing-masing fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan
maksud dan tujuan yang akan dicapai wewenang, tanggung jawab, kewajiban dari
masing-masing fungsi yang ada dalam struktur organisasi dilaksanakan secara
konsekuen dan kerjasama di dalam pengetrapannya sehari-hari. Suatu organisasi
yang baik harus tegas dan jelas menggambarkan suatu pertanggung jawaban atas
pekerjaan, wewenang, peranan dan batas-batas keputusan yang dapat diambil oleh
setiap pegawai dalam setiap susunan organisasi. Sesuai dengan Undang-undang No.
12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Bab VIII pasal 19 yang
menyebutkan bahwa alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari: Rapat

Anggota, Pengurus, dan Dewan pengawas.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi

R
< Kan STUKTUR ORGANISASI

Il RAPAT ANGGOTA (RA)
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Unit Unic Unk Unt Bagan Baitul Technica Baky Unit
Keswan Kualtas Technical Susu Adm & Maai | Suppon. Tamwd Sapronak
Support Olshan Kewangan

________ Garis Pengawasan
Garis Bagian Fung
Garis Komando
........ Garis Pelayanan

Sumber: KAN Jabung
414 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung

Sesuai dengan visi dari pada KAN Jabung yaitu menjadi Koperasi
Agribisnis yang kompetitif, maka pengembangan usaha tetap pada sektor agri
namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangna ke sektor lainnya
sepanjang bertujuan untuk memperkuat dan menunjang pertumbuhan sektor agri
bisnisnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota berusaha dibidang agri
yaitu usaha sapi perah dan usaha tebu rakyat. Disisi lain KAN Jabung juga memilik

beberapa kegiatan usaha diantaranya:
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Gambar 4.2
Kegiatan Usaha KAN Jabung

NIT PENUNJANG UNIT PENUNJANG

\ LANGSUNG TIDAK LANGSUNG

M2

Sumber: KAN Jabung

1. Divisi Inti

a. Unit Kualitas (Quality Control)

Unit ini mempunyai tugas untuk mengelola penerimaan susu segar yang
berkualitas dan siap dipasarkan
. Unit P4 (Peningkatan Produk dan Penyelamatan Populasi)

Unit P4 berdiri pada tahun 2013. Unit ini adalah penyempurnaan dari unit
sebelumnya, yaitu seksi PPSDM (Peningkatan Produksi dan Sumber Daya
Manusia) yang berdiri pada tahun 2006.

Usaha ini merupakan usaha yang terkait langsung dengan sebagian besar
anggota KAN Jabung. Oleh karena itu wajar jika usaha ini dijadikan Core business
(usaha inti). Di dukung oleh Kurang lebih 1500 orang peternak yang tersebar
dikecamatan jabung dan sekitarnya, baru mampu menghasilkan kurang lebih
26.000 liter susu per hari. Meskipun baru sekecil itu tapi telah mampu

membangkitkan perekonomian wilayah ini. Dari potensi wilayah yang ada, usaha
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ini masih bisa dikembangkan hingga tiga kali lipat kondisi sekarang. Didukung
dengan sarana pendinginan yang tersebar di sentra produksi susu, kualitas susu
KAN Jabung kategori cukup bagus.

Unit Kesehatan Hewan (Keswan)

Unit Keswan adalah unit yang dibentuk untuk menunjang unit usaha sapi
perah yang mulai dirintis oleh KAN Jabung pada tahun 1989. Unit ini bertujuan
untuk memberikan pelayanan teknis kesehatan sapi perah agar kesehatan dan
produktifitas sapi perah berada dalam kondisi optimal. Kegiatan yang dilakukan
adalah pengobatan, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, kesehatan CMT,
pengobatan cacing masal dan kegiatan konsultasi manajemen pemeliharaan sapi

perah.

. Unit Susu Olahan

Untuk meningkatkan nilai tambah dari susu segar, sejak tahun 2008,
KAN Jabung mulai melakukan pengolahan susu segar dengan proses pateurisasi.
ljin prodeuk juga telah dimiliki dengan lengkap, mulai dari BPOM maupun
sertifikat HALAL dari MUI. Produk-produk susu olahan ini diberi merk “JAB
MILK”.
Usaha Penunjang Langsung
Yaitu usaha yang berfungsi sebagai penunjang langsung terhadap usaha inti,
yaitu :
1) Unit Sarana Produksi Peternakan (Sapronak)
Unit ini berdiri sejak tahun 1996 dibawah unit sapi perah.

Kemudian tahun 2007 menjadi unit otonom dengan nama Unit Sapronak.
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Kebutuhan pakan tambahan (konsentrat) dipenuhi oleh usaha ini. Saat ini
produk konsentrat yang diproduksi olen KAN Jabung ada 7 (tujuh) varians
dengan perbedaan tingkatan kualitas yang disesuaikan dengan sasaran pasar.
Disamping menyediakan konsentrat, unit ini juga menyediakan kebutuhan
sarana peternakan lainnya diantaranya: susu pedet, ember perah, milkcan,
karpet sapi, dll.

Unit Usaha Angkutan

Pada tahun 1993 KAN Jabung mulai kirim susu ke Industri

Pengolahan Susu (IPS) yang mengharuskan punya kendaraan tangky sendiri,
keadaan yang demikian sehingga tercetus usaha Unit Angkutan dengan tujuan
memisahkan tanggung jawab antara usah sapi perah dan angkutan. Unit usaha
ini berperan aktif dalam meyediakan jasa pengangkutan susu, konsentrat dan
barang lain yang dibutuhkan oleh anggota.

Unit KAN Trading

Unit bergerak dalam bidang perdagangan. Ada 4 toko yang dikelola

oleh unit ini, yaitu:

a. KAN Swalayan, menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari anggota dan

masyarakat sekitar.
b. KAN Swalayan 2, menyediakan kebutuhan konveksi, peralatan sekolah,
meubeler, dan peralatan elektronik.
c. Toko bahan material, menyediakan bahan bangunan
d. Toko Unggul Bersama, yang menyediakan segala kebutuhan peralatan

rumah tangga/houseware.
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4) BMT Al Hijrah
Untuk mensupport keuangan anggota, awalnya semua pembiayaan
dilakukan oleh unit simpan pinjam yang berada dibawah naungan devisi
penunjang dengan basis layanan konvensional. Namun sejak tanggal 1
November 2012, kegiatan simpan pinjam KAN Jabung resmi dilakukan secara
syariah oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung. Dimulai dengan pembukaan BMT
Al Hijrah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang bekerjasama dengan Bank
Muamalat. Setelah genap 3 tahun dilakukan proses pengembangan dan
penguatan BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit simpan pinjam dilikuidasi
oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung
kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al Hijrah.
3. Usaha Penunjang Tidak Langsung
Yaitu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan usaha inti,
akan tetapi sisa hasil usaha yang diperoleh dipergunakan sebanyak-banyaknya
untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota di usaha inti antara lain adalah :
1) Unit Pengolahan Limbah
Dengan berkembangnya usaha peternakan di KAN Jabung, maka
kimbah kotoran ternak akan menjadi masalah lingkungan dan kesehatan yang
serius jika tidak ada penanganan dengan tepat. Kegiatan pengefektifan
pemanfaatan limbah kotoran ternak yang dilakukan meliputi: Biogas dan
pengolahan pupuk organik.
2) Unit Rumah Susu

Rumah susu adalah bisnis rumah makan/café dan yang menyediakan



61

makanan dan minuman berbahan dasar susu sapi murni.
3) Bisnis Kolaborasi
Untuk mengamalkan prinsip yang ke-6 dalam prinsip koperasi, yaitu
melakukan kerjasama antar koperasi, maka KAN Jabung bekerjasama dengan

beberapa koperasi lain diwilayah malang raya membentuk beberapa usaha.

41.5 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul
mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan
shodagoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan
penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002). Baitul Mal Wa
Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keungan mikro yang beroperasi sesuai
dengan prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-
Qur’an dan Hadist khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara
islam. Seperti bermuamalah yang harus bersih dari praktek yang mengandung
unsur-unsur riba. Untuk menjamin lembaga keuangan dari praktek riba atau
menyimpang dari ketentuan syariah islam, maka pada setiap lembaga keuangan
islam diharuskan untuk membentuk dewan pengawas syari’ah yang bertugas

mengawasi operasional lembaga keuangan islam tersebut.
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Gambar 4.3
Baitul Maal wal Tamwil (BMT)
1
BAITUL MAAL BAITUL TAMWIL
I I
PENERIMAAN PENYETORAN PENERIMAAN PENYETORAN
DANA DANA DANA DANA

1. ZAKAT 1. PENDIDIKAN
2. INFAQ 2. EKONOMI 1. SIMPANAN 1. PEMBIAYAAN
3. SHODAQOH 3. SOSIAL 2. DEPOSITO 2. PINJAMAN

4 KEAGAMAAN

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

BMT Al Hijrah (lembaga keuangan syariah) berdiri pada tanggal 28
Oktober 2009. Berdirinya BMT Al Hijrah KAN Jabung ini didasari dengan
perencanaan oleh Manager KAN Jabung sejak tahun 2005. Baru pada tahun 2009
rencana tersebut terealisasi dengan persiapan yang cukup matang, baik dari
tatanan SDM maupu manajemen. Salah satu yang mendukung atas berdirinya
lembaga keuangan syarah tersebut adalah PT. Bank Muamalat Indonesia cabang
Malang yang dilanjutkan dengan bentuk kerjasama antar KAN Jabung dengan PT.
Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. Sebelum berdirinya BMT ini, untuk
mendukung keuangan anggota semua pembiayaan dilakukan oleh Unit Simpan
pinjam yang berada di divisi penunjang. Oleh karena itu lembaga Koperasi Agro

Niaga (KAN) ini memiliki dua unit lembaga keuangan BMT dan SP (simpan
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pinjam) artinya memiliki dua pintu yang sama-sama melayani simpanan dan
pinjaman. Setelah genap 3 tahun setelah dilakukan proses pengembangan dan
penguatan BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit Simpan Pinjam dilikuidasi oleh
KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali
hanya satu pintu yaitu malalui BMT Al Hijrah. Lima tahun berjalan BMT
malakukan ekspansi pasar dengan membuka kantor kas perdana di Desa Wates
Kecamatan poncokusumo pada tanggal 08 Februari 2014 hingga akhir 2016
mengalami perkembangan yang bagus dengan total anggota 519 orang dan omset
yang cukup besar, BMT Al Hijrah KAN Jabung kembali melebarkan sayap
dengan membuka kantor kas kedua di Dengkol kecamatan Singosari pada tanggal
08 September 2016 dengan tujuan untuk menjangkau anggota-anggota yang

bertempat tinggal jauh dari kantor pusat.

BMT Al Hijrah yang merupakan unit dari KAN Jabung, memilik legalitas

sendiri yang dibawah legalitas KAN Jabung:

- Badan Hukum Nomor : 4427/BH/11/1980

- SIUP : 510/014/421.107/2007
- TDUP : 13242600028

- NPWP :01.426.021.0-651.000
- PKP : 623.023.140295

- TDP : 132525100028

- Ijin Produksi :1ui.15211.0501
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Misi dari BMT Al Hijrah KAN Jabung ini cukup jelas, diantaranya yaitu:
Menjalankan lembaga keuangan syariah yang profesional guna memberi
kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat
Melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk dan pelayanan untuk
mencapai pelayan berkalita yang bernilai syariah sesuai rekomendasi DPS
Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan syariah secara komperhensif kepada
anggota dan masyaraka.

Baitul Tamwil Al Hijrah KAN Jabung

Pada dasarnya BMT Al Hijrah KAN Jabung ini hampir sama dengan
perbankan syariah syariah lainnya. Dalam sistem perbankan syariah dikenal
prosuk-produk berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), deposito
(time deposit) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat.
Perbedaannya dengan BMT Al Hijrah KAN Jabung adalah pada produk giro
(demand deposit), pada produk ini tidak diterapkan pada BMT Al hijrah KAN
Jabung, hanya tabungan (saving deposit) dan deposito (time deposit) sebagai sarana
untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sama halnya dengan perbankan syariah
lainnya, BMT Al Hijrah KAN Jabung juga tidak mengenal bunga sebagai
kontraprestasi terhadap nasabah deposan seperti halnya perbankan konvensional,
melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis
produk apa yang dipilih nasabah. Dengan demikian produk-produk yang

ditawarkan olen BMT Al Hijrah KAN Jabung diantaranya:
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Tabel 4.1
Produk Baitul Tamwil Al Hijrah

Simpanan Assakinah

Annajah

Arafah

Attarbiyah

Hari Tua

Deposito 1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

12 Bulan
Pembiayaan Modal Kerja

Multi Guna
Talangan Haji & Umroh
Pinjaman Gadai Emas Syariah
Qordul Hasan

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung
1. Simpanan
Simpanan di BMT Al Hijrah KAN Jabung ini sama halnya dengan tabungan
(saving deposit) di perbankan syariah. Tabungan adalah simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak tidak dapat ditarik dengan cek, biyet, giro, dan atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu (Anshori:2009). BMT Al Hijrah KAN Jabung
memiliki berbagai macam produk simpanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, BMT Al Hijrah

KAN Jabung memberikan prosuk simpanan sebagai berikut:

1) As Sakinah adalah simpanan yang mutasinya dapat dilakukan sewaktu-
waktu, sekaligus sarana menuju kehidupan ekonomi bebas riba yang
berlandaskan prinsip syariah. Dengan setoran awal yang relatif ringan yaitu
Rp. 20.000,-, simpanan As Sakinah ditujukan bagi semua kalangan baik

muslim maupun non muslim untuk mewujudkan masyarakat yang gemar
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menabung. Bagi hasil bulanan yang kompetitif dengan perbandingan 25 :
75 (nasabah : BMT).

An Najah adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap
bulan dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam simpanan
ini setoran awal minimum Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya dengan
nominal yang sama. Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai perjanjian akad
awal atau menjelang lebaran, jika penarikan dilakukan kurang dari jangka
waktu yang telah ditetapkan harus mendapat persetujuan dari Manajer
Operasional atau sesuai pihak berwenang di BMT. Bagi hasil bulanan yang
kompetitif dengan perbandingan nisbah 25 : 75 (nasabah : BMT).

Arafah adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan
dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Adha. Setoran awal minimal
dalam simpanan ini sebasar Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya dengan
nominal yang sama. Bagi hasil bulanan yang kompetitif dengan
perbandingan nisbah 25 : 75 (nasabah : MBT).

Attarbiyah merupakan produk murni syariah yang serupa dengan asuransi
pendidikan berjangka pendek. Simpanan ini ditujukan bagi para orang tua
yang cermat mengedepankan pendidikan bagi putra-putrinya. Dalam akad
awal terdapat penetapan jangka waktu simpanan hingga simpanan tersebut
dapat dicairkan untuk digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Setoran
awal minimum dalam simpanan ini adalah Rp. 50.000,- dan setoran
berikutnya dengan nominal yang sama. Bagi hasil yang kompetitif dengan

perbandingan nisbah 20 : 80 (nasabah : BMT).
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5) Simpanan Hari Tua merupakan simpanan yang dirancang seperti program
iuran pasti, dana dapat pula digunakan sebagai program pension (simpanan
hari tua). Sistem setoran simpanan harus setiap bulan sesuai tanggal
pembukuan rekening dengan jumlah penyetoran sama setiap bulannya
dengen minimal penyetoran Rp. 50.000,- dan jangka waktu simpanan yaitu
5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 15 (limabelas tahun).
Sisgtem bagi hasil yang menarik yaitu ; 5 (lima) tahun nishah 25 : 75 (nisbah
: BMT), 10 (sepuluh) tahun nisbah 30 : 70 (nisbah : BMT), 15 (lima belas)
tahun nisbah 36 : 65 (nisbah : BMT).

2. Deposito

Mudharabah Berjangka (Deposito) merupakan investasi jangka
panjang yang aman dan terpercaya, mudharabah berjangka dengan prinsip
murni syariah lebih fleksibel penarikan mulai 1,3,6 hingga 12 bulan.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, deposito
didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada watu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank
atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor
21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan
akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan akad antara nasibah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS
(Unit Usaha Syariah). Dalam islam, Allah memberi banyak kemudahan

dalam bermuamalah,
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“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung ”.(OS. Al Jumu'ah (62) : 10).

Fasilitas yang ditawarkan meliputi dapat diperpanjang secara
otomatis (Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan
sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMT Al Hijrah. Bagi
hasil yang sangat menarik setiap bulannya dibandingkan dengan simpanan
lainnya.

a) Jangka waktu 1 (satu) bulan nisbah 35 : 65 (nasabah : BMT).

b) Jangka waktu 3 (tiga) bulan nisbah 40 : 60 (nasabah : BMT).

c) Jangka waktu 6 (enam) bulan nisbah 45 : 55 (nasabah : BMT).

d) Jangka waktu 12 (dua belas) bulan nisbah 50 : 50 (nasabah : BMT).
Setiap dana di prosuk-prosuk penyimpanan dana (Shahibul Maal) akan
diinvestasikan untuk pembiayai usaha-usaha produktif dan halal yang
berguna bagi kepentingan ummat, sehingga setiap rupiah rizqi Allah

memberi arti dan niat lebih dari sekedar investasi

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



69

Gambar 4.4
Skema Mudharabah

AL MUDHARABAH

Skema Mudharabah :

7 Akad Mudharabah
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100% Modal Keahlian
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X% (Nisbah)
(3)

Y% (Nisbah)
€))

Pengembalian Mdl. Usaha Modal Penyisihan seb.Laba
S Usaha @)

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

3. Pembiayaan
e Pembiayaan Modal Kerja

Adalah fasilitas pembiayaan yang membantu anda untuk
memenuhi segala kebutuhan modal kerja. Akad yang digunakan adalah akad
murabahah atau musyarakah (sesuai kebutuhan). Musyarakah (Syirkaah)
adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu
kegiatan usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh

maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional
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atau sesuai dengan kesepakatan bersama. BMT Al Hijrah ini menggunakan
Syirkah Al Inan merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih,
masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja.
Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan
dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang
ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara keuntungan atau kerugian yang

timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

-
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Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat
sedikitlah mereka ini*. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat. (Q.S Shaad ayat 24).
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Gambar 4.5
Skema Musyarakah

AL MUSYARAKAH
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Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
Pembiayaan Multiguna BMT

Adalah fasilitas pembiayaan yang membantu anda untuk
memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk
renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya
pernikahan dan perlengkapan rumah dll. Akad yang digunakan adalah akad
murabahah atau ijarah (sesuai kebutuhan). Murabahah adalah akad
kerjasama antara shahibul maal (pemilik dana) yang menyediakan seluruh
kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk
melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh

dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
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e Dana Talangan Haji dan Umrah
Adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan untuk membantu
pemberangkatan haji dan umroh. Akad yang digunakan adalah akad
murabahah. Akad murabahah adalah akad jual-beli atas suatu barang,
dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah
sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas

barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Gambar 4.6
Skema Murabahah

AL MURABAHAH
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Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
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4. Pinjaman
a. Rahn adalah pembiayaan dengan sistem gadai yang didasarkan pada prinsip
syariah dengan jaminan berupa emas beserta surat kepemilikannya.
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

3 e B G B O Bl e R 2
OSTG sl 035 & W5 5 Vis B ¢ e i 20 it JB g 0y s
1 o3 3 3.

Dari Anas r.a. berkata : “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada
seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk
keluarga beliau”. (HR. Bukhari).

b. Qordul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada
pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, namun
tanpa disertai imbalan apapun. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah

dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,
dan dia akan memperoleh pahala yang banyak ”.0S. Al Hadiid (57) : 11
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Gambar 4.7
Skema Al Qardh

Akad QARDH
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Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

4.2 Pembahasan Hasil

421 Diskripsi Data

BMT

(1 (1)
NASABAH Pinjaman Dana (Qardh)
(Mugtaridh) 2)
Pengelolaan Modal Usaha
3) \ USAHA @
4)

Penelitian

100% Keuntungan (Modal o Keuntungan] Pengembalian Modal
(5a)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer dalam penelitian ini hasil tanya jawab (wawancara) terhadap

ibu Uswatun Hasanah Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung. Data

sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan, bukti transaksi bagi hasil

dan pemotongan pajak dari rekening koran beberapa nasabah.
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Laporan keuangan yang dilampirkan ini berupa data yang telah samarkan

nilai nominalnya, karena suatu rahasia perusahaan yang tidak boleh dipublikasikan.

Dari hasil penelitian selama tiga bulan, didapat laporan keuangan yang meliputi

laporan perhitungan bagi hasil, neraca dan arus kas

TABEL 4.2

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

DESEMBER 2017

NAMA AKUN PENCAPAIAN RENCANA %

PENDAPATAN
Pendapatan Margin / Ujroh XXX XXX
Pendapatan Bagi Hasi Bank XXX XXX
Pendapatan Administrasi XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX

BEBAN BAGIHASIL DP3 (XXX) (XXX)
PENDAPATAN KOTOR XXX XXX

BEBAN OPERASIONAL UNIT

1. BEBAN SUMBER DAYA INSANI
Gaji XXX XXX
PPH 21 XXX XXX
BPJS Kesehatan XXX XXX
BPJS Ketenagakerjaan XXX XXX
Uang Makan XXX XXX
Natura XXX XXX
DPLK Pesangon XXX XXX
Seragam XXX XXX
Rekreasi XXX XXX
THR XXX XXX
TOTAL BEBAN SDI XXX XXX
2. BEBAN UMUM

Transportasi XXX XXX
ATK XXX XXX
Telephon XXX XXX
Listrik dan Air XXX XXX
Sewa Gedung XXX XXX
Sewa Mobil XXX XXX
Honor DPS XXX XXX
Pajak XXX XXX




76

Asuransi XXX XXX
Pemeliharaan Aktiva XXX XXX
Maintenance Sistem XXX XXX
Pembinaan Anggota XXX XXX
Peningkatan SDI XXX XXX
Kerugian Piutang XXX XXX

Riset dan Peniembanian XXX XXX

3. BEBAN PENYUSUTAN

Penyusutan Peralatan XXX XXX
Amortisasi XXX XXX
Representatif XXX XXX

SHU SEBELUM PAJAK XXX XXX
Zakat XXX XXX
CSR XXX XXX
Pesangon XXX XXX
Taksiran PPh 25 XXX XXX
SHU SETELAH PAJAK XXX XXX

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
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TABEL 4.3

BMT AL - HIJRAH KAN JABUNG
NERACA HORIZONTAL (ANALISA DINAMIS)
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 JANUARI 2018

IBRAHIM STAREFASLAMIC UNIVERSITY OF |

NAIK* / o
Per Per TURUN*
NAMA PERESESES 31/12/2017 | 31/01/2018 RATIO

RUPIAH % PENJELASAN

KAS XXX XXX - | 11

PENEMPATAN PADA BANK XXX XXX B 1.2

PIUTANG BMT XXX XXX " 13
CADANGAN _ KERUGIAN

DIUTANG XXX XXX ; 14

AKTIVA RUPA-RUPA XXX XXX - 15

AKTIVA TETAP XXX XXX - 16

AKTIVA TIDAK BERWUJUD XXX XXX - 17

RUPA-RUPA PASIVA XXX < 2,1
DANA INVESTASI TIDAK s
TERIKAT XXX XXX < 2,2
MODAL XXX XXX -
L KEWAJIL
UITAS

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
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TABEL 4.4

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari
Pendapatan Margin Pembiayaan XXX
Pendapatan Administrasi XXX
Pendapatan Bagihasil Bank XXX
Angsuran XXX
Simpanan XXX
Deposito XXX
Jumlah " XX
Pengeluaran untuk :
Simpanan XXX
Deposito XXX
Pembiayaan XXX
BOP XXX
Jumlah SOXX
Kas Bersih diperoleh dari operasi XX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dari
Pencairan Deposito di Bank XXX
Hasil Penjualan Aktiva XXX
Jumlah XXX
Pengeluaran untuk :
Penempatan Deposito di Bank XXX
Perolehan Aktiva Tetap XXX
Jumlah XX
Kas Bersih digunakan untuk investasi XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari
Penarikan di Bank XXX

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Jumlah XX
Pengeluaran untuk :

Penyetoran ke Bank XXX
Jumlah - Ixxx
Kas Bersih dari pendanaan XX

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

ENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C



80

4.2.1.2 Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi
islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal
bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan
usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan usaha
menderita kerugian, kerugian ditangung bersama. Sistem bagi hasil menjamin
adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didhzalimi) (Ascarya;
2006).

Layaknya jenis bank pada umumnya, BMT Al Hijrah KAN Jabung juga
memiliki beberapa produk penerimaan dana (simpanan dan deposito) dan
pengeluaran dana (pembiayaan dan pinjaman). Sesuai dengan nama dan jenisnya,
BMT Al Hijrah KAN Jabung tidak menerapkan sistem bunga seperti halnya bank
pada umumnya, akan tetapi BMT Al Hijrah KAN Jabung ini melakukan bagi hasil
untuk nasabah sesuai dengan persetujuan akad diawal. Dalam pelaksanaan bagi
hasil yang dikenakan pemungutan pajak bagi hasil, BMT Al Hijrah KAN Jabung

menerapkan pada produk penerimaan dana yaitu di simpanan dan mudharabah

berjangka (deposito).
1. Simpanan
a. At Tarbiyah
NO | NO. REKENING NAMA BAGI HASIL
1 100-000024124-014 | TRI AYU YULIANI Rp 561,71
2 100-000024309-014 | CITRAAYUR Rp 1.564,59
3 100-000000361-014 | NANANG WIBOWO | Rp 14.198,47
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b. An Najah
NO | NO.REKENING NAMA BAGI HASIL
1 |100-000021130-012 | YULISTIANA KAN Rp 4.660,98
2 |100-000024298-012 | DWIPRASETYOWATI | Rp 7.822,96
3 |100-000024251-012 | SETYORINI Rp 16.919,95
c. Arafah
NO | NO. REKENING NAMA BAGI HASIL
1 | 100-000023418-013 | DINA FITRIATULK | Rp 1.347,77
2 | 100-000024706-013 | NARTUTIK Rp 731,80
3 | 100-000023576-013 | YULISTIANA KAN Rp 1.712,29
d. As Sakinah
NO | NO. REKENING NAMA BAGI HASIL
1 |100-000012490-011 | MATRAYIS TR DKK | Rp 76.273,22
2 |100-000005150-011 | ST AMINAH HJ Rp 8.239,13
3 |100-000014299-011 | GUNAWAN TRDBK | Rp 1.421.278,96
e. Simpanan Hari Tua
NO | NO. REKENING NAMA BAGI HASIL
1 |100-000022747-015 | MIRSA MUBAROK | Rp 1.037,25
2 | 100-000022580-015 | SUPI'I Rp 1.346,83
3 | 100-000022590-015 | ELLY SAFITRI Rp 1.307,08
2. Deposito
NO | NO. REKENING NAMA BAGI HASIL
1 | 100-000012490-011 | MATRAYIS TR DKK Rp 708.029,98
2 | 100-000005150-011 | ST AMINAH HJ Rp 1.180.049,96
3 | 100-000012601-011 | SUKI ANGG F Rp 459.955,09
4 | 100-000023905-011 | NUR MASLAKHAH Rp 188.805,01
5 | 100-000000530-011 | KHOIROTUL ADAWIYAH | Rp 379.809,99
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4.2.2 Analisis Data
4.2.2.1 Withholding Tax System

Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada
pada pihak ke-3 dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri
(Mardiasmo: 2016). Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai
pemotong pajak terhadap pihak ketiga. Dengan cara seperti ini pemerintah akan
dengan mudah dapat mengumpulkan pajak tanpa upaya dan biaya yang besar.
Biasanya withholdimg tax system ini berlaku pada peruasahaan atau badan usaha
yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan karyawan
maupun pajak yang berasal dari bentuk usaha. BMT Al Hijrah merupakan salah
satu unit di KAN Jabung yang bergerak dibidang jasa keuangan dan memberikan
bagi hasil kepada nasabah tentunya melakukan beberapa pemungutan pajak dengan
withholding tax system.

Dalam pelaksaannya, BMT Al Hijrah KAN Jabung hanya melakukan
perhitungan dan pemotongan pajak atas bagi hasil dari simpanan dan mudharabah
berjangka (deposito), selain hal itu pemotongan dan pemungutan atas pajak
organisasi dan pajak usaha lainnya dilakukan oleh pihak KAN Jabung pusat yang
khusus menangani keuangan dan perpajakan di KAN Jabung. Sesuai dengan
pernyataan ibu Uswatun Hasanah selaku Kabag Technical Support BMT Al Hijrah
KAN Jabung:

“KAN Jabung ini melakukan dan menghitung Pajak atas pendapatan, pajak

atas gaji karyawan, pajak bagi hasil, dan pajak lainnya yang berhubungan

dengan organisasi dan usaha, akan tetapi yang di hitung oleh BMT hanya
pajak bagi hasil saja. Untuk yang lainnya dilakukan oleh bagian holding.
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Dan BMT hanya melakukan pemungutan pajak atas bagi hasil saja, yang
membayar tetap holding dibagian keuangan”.

Withholding tax system yang dilakukan oleh BMT Al Hijrah hanya sampai
tahap pemungutan pajak bagi hasil saja, selebihnya BMT Al Hijah menyerahkan
semuanya ke bidang keuangan pusat (holding) di bagian pajak yang bertanggung
jawab atas semua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan. Dalam hal
pembayaran dan pelaporan, sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa BMT
Al Hijrah KAN Jabung tidak ikut campur. Sebagai unit lembaga keuangan yang
dimiki KAN Jabung, BMT hanya melakukan tugasnya dalam penerimaan dana dan
penyaluran dana sehingga untuk proses withholding tax system tidak sepenuhnya
dilakukan oleh BMT, melainkan pembagian tuga dengan bagian keuangan
(holding).

Hasil pengamatan dan wawancara kepada beberapa karyawan di BMT AL
Hijrah KAN Jabung mengenai withholding tax system hampir semua karyawan
tidak mengetahui sistem pemungutan tersebut. Akan tetapi, setelah dijelaskan
difinisi withholding tax system itu sendiri, ternyata BMT Al Hijrah KAN jabung
sudah menerapkan sistem pemungutan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan
Ibu Uswatun Hasanah Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung.
“Untuk Withholding tax system sendiri jujur saya tidak paham. Tapi kalau
pemotongan/pemungutan pajak atas bagi hasil saya menerapkan di BMT ini,

saya memotong pajak bagi hasil bagi koperasi sebesar 10% sesuai peraturan
dimana yang bagi hasilnya lebih besar samadengan Rp. 240.000.

Dari hasil wawancara tersebut, jelas bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung
telah melakukan sistem pemungutan pajak bagi hasil dengan withholding tax
system. BMT Al Hijrah KAN Jabung melakukan withholding tax system pada

beberapa jenis produk Baitul Tamwil dibagian penerimaan dana berupa simpanan
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dan mudharabah berjangka (deposito). Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh
Ibu Uswatun Hasanah.
“Untuk sistem pemotongan bagi hasil itu dari semua produk BMT yang

berasal dari Baitul Tamwil di Penerimaan Dana yaitu simpanan dan
deposito. Untuk yang penyertaan dana itu tidak ada pajaknya”

Dari penjelasan diatas, bahwa BMT Al Hijrah melakukan withholding tax
system pada beberapa jenis produk penerimaan dana. Sedangkan untuk jenis produk
penyetoran dana berupa pembiayaan dan pinjaman, BMT Al Hijrah KAN Jabung

tidak ada pajak. Berikut adalah beberapa produk BMT Al Hijrah

Tabel 4.5
Produk Withholding Tax System
Nomor | Jenis Produk Nisbah
Penerimaan
Dana
1. Attarbiyah 20 : 80 (nasabah : BMT)
2. JAn Najah 25 : 75 (nasabah : BMT).
3. |Arafah 25 : 75 (nasabah : MBT).
4. |As Sakinah 25 : 75 (nasabah : BMT).
5.  Simpanan Hari Tua | 5(lima) tahun nisbah 25 : 75 (nisbah : BMT),
10 (sepuluh) tahun nisbah 30 : 70 (nisbah : BMT),
15 (lima belas) tahun nisbah 36 : 65 (nisbah :
BMT)
6. Mudharobah Jangka waktu 1 (satu) bulan nisbah 35 : 65
Berjangka (nasabah : BMT).
(Deposito) Jangka waktu 3 (tiga) bulan nisbah 40 : 60
(nasabah : BMT).
Jangka waktu 6 (enam) bulan nisbah 45 : 55
(nasabah : BMT).
Jangka waktu 12 (dua belas) bulan nisbah 50 : 50
(nasabah : BMT).

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan



4.2.2.2 Perhitugan Pajak Bagi Hasil

Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Bagi Hasil Mudharabah Berjangka (Deposito) di BMT Al Hijrah KAN Jabung

BAGI HASIL
NO | NO. REKENING NAMA BAGI HASIL PAJAK YANG

DIBAYARKAN
1 |100-000012490-011 | MATRAYIS TR DKK Rp 708.029,98 | Rp 70.803,00 | Rp 637.226,98
2 | 100-000005150-011 | ST AMINAH HJ Rp 1.180.049,96 | Rp  118.005,00 | Rp 1.062.044,96
3 |100-000012601-011 | SUKI ANGG F Rp 459.955,09 | Rp 45.99551 | Rp 413.959,58
4 |100-000023905-011 | NUR MASLAKHAH Rp 188.805,01 | Rp - Rp 188.805,01
5 | 100-000000530-011 | KHOIROTUL ADAWIYAH | Rp 379.809,99 | Rp 37.981,00 | Rp 341.828,99

Sumber : BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 708.029,98 X 10%

= Rp 70.803,00

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 1.180.049,96 X 10%

= Rp 118.005,00
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Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
=Rp 459.955,09 X 10%
= Rp 45.995,51

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
=Rp 188.805,01 X 10%
=Rp-

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 379.809,99 X 10%

= Rp 37.981,00

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF |
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Berikut adalah beberapa sample dari pemotongan pajak bagi hasil yang dilakukan BMT Al Hijrah KAN Jabung dari setiap

produk yang dikenakan pajak bagi hasil.

Tabel 4.7 Perhitungan Pemotongan Pajak Bagi Hasil Simpanan di BMT Al Hijrah KAN Jabung

JENIS

BAGEHASIL YANG

NO | NO.REKENING NAMA BAGI HASIL PAJAK DLBAYARKAN
1 |100-000014299-011 | SAKINAH | GUNAWAN TRDBK | Rp1.421.278,96 | Rp 142.127,90 | Rp 1.279.151,06
2 |100-000023418-013 | ARAFAH DINAFITRIATULK | Rp  1.347,77 | Rp - | Rp 1.347,77
3 | 100-000022747-015 | HARITUA | MIRSA MUBAROK Rp  1.037,25 | Rp - | Rp 1.037,25
4 |100-000021130-012 | NAJJAH YULISTIANA KAN Rp  4.660,98 | Rp - | Rp 4.660,98
5 |100-000000361-014 | TARBIYAH | NANANG WIBOWO | Rp 14.198,47 | Rp - | Rp 14.198,47

Sumber : BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

=Rp 1.421.278,96 X 10%
= Rp 142.127,90

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 1.347,77 X 10%

:Rp-




Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
=Rp 1.037,25 X 10%
=Rp -

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 4.660,98 X 10%
=Rp-

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 14.198,47 X 10%

:Rp-

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF |
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Dari data bagi hasil atas simpanan dan mudharabah berjangka (deposito)
diatas dapat dilihat bahwa jumlah bagi hasil yang kurang dari Rp 240.000,00 tidak
dipotong pajak 10% dan untuk bagi hasil yang lebih dari Rp 240.000,00 dipotong
pajak 10%. Seperti halnya untuk simpanan at tarbiyah, an najah, ar rafah, dan
simpanan hari tua tidak ada potongan pajaknya dikarenakan jumlah bagi hasil yang
diterima oleh nasabah tidak mencapai Rp 240.000,00. Sedangkan untuk simpanan
as sakinah dan mudharabah berjangka (deposito) dipungut pajak 10% yang mana
bagi hasil yang diterima lebih dari Rp 240.000,00.

Dapat dilihat dari perhitungan bagi hasil simpanan as sakinah dengan
nomor rekening 100-000012490-011 yang tidak dipotong pajak 10% karena bagi
hasil yang terima sejumlah Rp 76.273,22 yang mana nilai tersebut kurang dari Rp
240.000,00. Sedangkan bagi hasil dengan nomor rekening 100-000014299-011
dipotong pajak 10% karena jumlah bagi hasil yang diterima melebihi Rp
240.000,00 yaitu sebesar Rp 1.421.278,96 dengan potongan pajak sebesar Rp
142.127,90. Begitu pula dengan pemotongan pajak mudharabah berjangka
(deposito), yang diterima oleh nasabah dengan nomor rekening 100-000012490-
011 sebesar Rp 708.029,98 dikenakan pajak 10% yaitu Rp 70.803,00 sedangkan
nasabah dengan nomor rekening 100-000023905-011 tidak dikenakan pajak 10%
karena bagi hasil yang diterimanya sebesar Rp 188.805,01.

BMT Al Hijrah melakukan withholding tax system atas pajak bagi hasil ini,
mengikuti standar ketentuan pajak atas bagi hasil SHU Koperasi yaitu 10%. Hal ini
desebabkan BMT adalah unit usaha yang berbadan hukum koperasi. Sesuai dengan

ketetuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang
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membahas tentang pajak SHU koperasi 10%. BMT yang merupakan lembaga
keuangan syariah tidak diatur jelas dalam ketentuan perpajakan. Akan tetapi dalam
Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.03/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2009 pasal 4 menerangkan bahwa peraturan perpajakan atas lembaga
keuangan syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sedangkan dalam ketentuan koperasi diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010. Dalam hal ini BMT
Al Hijrah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dan merupakan
unit usaha berbadan hukum koperasi telah mengikuti peraturan perpajakan yang
berlaku umum.

Perhitungan pajak atas bagi hasil bagi koperasi sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 menerangkan bahwa pemotongan
pajak atas penghasilan berupa deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto bersifat final. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang
merupakan badan hukum koperasi, sehingga harus menerapkan sistem pemotongan
pajak bagi hasil atas simpanan dan deposito senesar 10% (sepuluh persen) bagi
penerima bagi hasil lebih dari samadengan Rp 240.000,00. Hal ini dilakukan oleh
BMT Al Hijrah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.03/2010 yang menerangkan tentang tata cara pemotongan, penyetoran,
dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Terlihat dari perhitungan diatas,

menunjukkan bahwa perhitungan pajak atas bagi hasil BMT Al Hijrah KAN Jabung
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yang bagi hasilnya lebih dari samadengan Rp 240.000,- dikenakan pajak 10% dari
bagimhasil yang diterima. Sepertinya halnya bagi hasil atas mudharabah berjangka
(deposito) atas nama St Aminah dengan nomor rekening 100-000005150-011dan
bagi hasil dari tabungan atas nama gunawan dengan nomor rekening 100-
000014299-011 dikenakan pajak pagi hasil 10% karena bagi hasil yang diterima
lebih dari samadengan Rp 240.000 yaitu sebesar Rp 1.180.049,96 dengan
pengenakan pajak Rp 118.005,00 dan Rp 1.421.278,96 dengan pengenakan pajak
Rp 142.127,90. Sedangkan untuk bagi hasil yang nilainya kurang dari Rp 240.000
tidak dikenakan pajak 10% seperti halnya pajak atas mudharabah berjangka atas
nama Nur Maslakhah dengan nomor rekening 100-000023905-011 dan bagi hasil
dari simpanan atas nama Dina Fitriatul K dengan nomor rekening 100-000023418-
013tidak dikenakan pajak bagi hasil sebesar 10% karena bagi hasil yang
diterimanya kurang dari Rp 240.000. Dapat disimpulkan bahwa BMT Al Hijrah
KAN Jabung telah melakukan sistem pemotongan pajak bagi hasil sesuai prosedur
dengan mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010. Hal ini
diperkuat jelas dari pernyataan hasil wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah
selaku Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung, menjelaskan
bagaimana prosedur pemotongan pajak bagi hasil:

“Untuk prosedurnya, yang mana bagi hasil lebih dari samadengan Rp.

240.000 secara otomatis akan dipotong pajak 10% dari hasil yang

dibagikan, dan akan di sharekan di buku tabungan setiapa akhir bulan ke
pihak yang dipotong ”.

Dari pernyataan tersebut bahwa BMT Al Hijrah melakukan pemotongan bagi
hasil atas simpanan dan mudharabah berjangka (deposito) sebesar 10% dari hasil

yang dibagikan kepada nasabah yang mana bagi hasil tersebut lebih dari
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samadengan Rp 240.000,00. Sedangkan bagi hasil yang nilainya kurang dari Rp
240.000,00 tidak dipotong pajak atas bagi hasil. Terdapat beberapa simpanan yang
menjadi produk Dari BMT Al Hijrah ini, akan tetapi bagi hasil dari simpanan
tersebut tidak semuanya terpotong pajak 10% dikarena jumlah bagi hasil yang
kurang dari Rp 240.000,00.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 pasal 1 samapai 3
menerangkan bahwa:
Pasal 1
Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang
didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final
Pasal 2
Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan
Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga
simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per
bulan.
Pasal 3
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh
koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi

orang pribadi pada saat pembayaran.
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Dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak bagi hasil, BMT Al

Hijrah memungut 10% dari bagi hasil yang diberikan kepada nasabah apabila

nilainya lebih besar samadengan Rp. 240.000. Artinya, setiap nasabah yang
mendapatkan bagi hasil dari BMT Al Hijrah lebih dari samadengan Rp. 240.000
dipungut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas sisa hasil usaha koperasi
sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan

Pelaporan Patak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang isinya telah dipaparkan dengan jelas
prosedur withholding tax system pada koperasi atas bagi hasil yang diberikan:
Pasal 1

(1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperolen Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pasal 2

(1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau
pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.
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Pasal 3
Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib
memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan
setiap melakukan pemotongan.
4.2.2.3 Peraturan Perpajakan

Peraturan umum tentang pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berbadan
hukum koperasi melakukan pembukuan atas pencatatan dan penyajian laporan
keuangan sesui standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK ETAP) yang mengatur jelas atas penyajian pajak penghasilan pada bab 24.

Hasil penelitian, BMT Al Hijrah yang merupakan suatu unit usaha dari
KAN Jabung hanya melakukan sistem pemotongan/pemungutan pajak atas bagi
hasil usaha. Undang-undang perpajakan tidak mengatur jelas mengenai
pemotongan dan pemungutan pajak atas bagi hasil. Pajak penghasilan pasal 4 ayat
2 atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dan diskonto setrifikat
bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000, yang
menjelaskan bahwa penghasilan berupa bunga pajak dalam negeri dan BUT
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong
adalah 20% dari jumlah bruto. Sehingga pemotongan pajak atas bagi hasil dari
mudharabah berjangka (deposito) serta tabungan untuk lembaga keuangan berbasis
syariah, harus sama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum yaitu 20%

dari jumlah bruto yang diterima Wajib Pajak. Dalam Undang-undang Perpajaknan
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No.36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa salah satu objek pemotongan PPh pasal 23
adalah dividen. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berbadan hukum koperasi, tentunya
membagikan deviden kepada anggota yang juga sebagai nasabah di BMT Al Hijrah

KAN Jabung. Pada umumnya deviden berupa bagi hasil yang diberikan kepada

anggota sesuai PPh Pasal 23 maka dikenakan tarif 15% (lima belas persen), akan

tetapi pengenaan pajak bagi hasil untuk badan hukum koperasi dikenakan tarif 10%

(sepuluh  persen) sesuia dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.03/2010 yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa:

(1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperolen Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selain dividen yang diberikan kepada anggota, BMT Al Hijrah KAN

Jabung yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, tentunya akan memberikan

bunga atas deposito dan tabungan-tabungan lainnya seperti halnya lembaga atau

jasa keuangan lainnya. Akan tetapi BMT Al Hijrah KAN Jabung ini didirikan
sebagai lembaga keuangan syariah KAN Jabung, tentunya tidak memberikan atau
memotong bunga dari nasabah. Prinsip syariah dalam ekonomi islam tidak pernah

mengenal sistem bunga, melainkan menggunakan metode bagi hasil. Unit usaha
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dan/atau lembaga keuangan syariah selalu menerapkan sistem bagi hasil dalam
membagikan keuntungan, baik dari nasabah dan/atau untuk nasabah.

Pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 pasal 3 menyebutkan bahwa
ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pajak atau pemungutan
pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sedangkan ketentuan
mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk usaha berbasis syariah
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.03/2011. Sehingga kewajiban perpajakan sebagaimana yang
diberlakukan pada lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga
pada simpanan dan deposito berjangka, berlaku pula pada lembaga keuangan
syariah dalam hal ini yaitu BMT Al Hijrah KAN Jabung.

4.2.2.4 Pandangan Islam Mengenai Mutatis Mutandis

Peraturan perpajakan atas pajak ba gi hasil yang tidak diatur jelas dalam
Undang-undang atas Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, karena pada
prinsipnya Undang-undang membahas masalah-masalah global. Masalah yang
lebih terperinci, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur khusus tentang masalah teersebut. Seperti halnya dalam
islam, beberapa permasalahan dalam islam yang hukumnya tidak diatur jelas dalam
Al Quran dan Al Hadist karena pertumbuhan masyarakat begitu cepat dan kompleks
sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Oleh karena

itu, para ulama melakukan ijtihad (penalaran kreatif) terhadap permasalahan-
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permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Para ulama melakukan
ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan giyas (analogi) untuk mencari
illat (sebab hukum) yang ada dalam permasalahan yang timbul dan
menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Allah
menyatakan dalam firman-Nya QS. Al Ankabut:43 bahwa hanya dengan ilmu orang

bisa memahami perempumaan yang diberi Allah kepada manusia.
& Al ) el La 5 il gyt JERY) il

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (QS. Al
Ankabut:43).

Apabila ada sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara
khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian lain yang serupa, akan tetapi
ketentuan hukumnya telah ada. Akhirnya ditentukanlah suatu hukum yang telah di-
nash-kan terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdapat alasan hukum yang
serupa. Dengan kata lain giyas adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak
terdapat ketentuannya dalam Al Quran dan Sunnah Rosul karena persamaan ‘illat
hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum. Dalam islam juga
mengenal istilah istishlah atau al-masholih al-mursalah yang artinya pertimbangan
kepentingan masyarakat (Fauzan:2014). Menentukan hukum atas dasar istishlah
tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Quran dan As Sunah.
Misalnya, menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan yang sama sekali
tidak disinggung dalam Al Quran dan As Sunnah dapat dibiarkan atas pertimbangan
kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan dalam pengelolaan

negara, atau untuk memperoleh pendapatan negara yang diperlakukan untuk
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kepentingan masyarakat.

Dari penjelasan hukum islam diatas, jelas bahwa islam memperbolehkan
sesuatu yang tidak ada nash-nya dalam ashal dengan cara mencarai persamaan illat
hukumnya. Dalam hukum pajak penghasilan atas bagi hasil lembaga keuangan
syariah yang tidsk diatur jelas dalam Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun
2008 atas Pajak Penghasilan (PPh), sehingga hukum tersebut merujuk pada
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 111/PMK.03/2010, 112/PMK.03/2010 dan 136/PMK.03/2011 yang
mengatur jelas tentang tata cara, perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak bagi
hasil atas lembaga keuangan syariah dan koperasi. Hal tersebut sesuai dengan siaran
presiden pada tanggal 19 September 2011 mengenai pengenaan pajak penghasilan
kegiatan usaha perbankan syariah yang berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghaslan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (UU
PPh). Maksud dari mutatis mutandis adalah ketentuan-ketentuan mengenai
penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku

dalam UU PPh berlaku pula di Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Withholding tax system yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak
yang sangat membantu pemerintah dalam mencapai target pajak. Dalam
sistem ini, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus
dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau
memungut pajak yang terutang oelh Wajib Pajak.

2. Penerapan withholding tax system secara teori belum sepenuhnya
dikuasai oleh pelaku kegiatan, akan tetapi secara keseluruhan, BMT Al
Hijrah KAN Jabung telah menerapkan withholding tax system sesuai
peraturan yang berlaku.

3. Dari analisis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat dibuat
kesimpulan bahwa withholding tax system pada BMT Al Hijrah KAN
Jabung terdapat pada bagi hasil simpanan dan mudharabah berjangka
(deposito) yang secara keseluruhan perhitungannya telah sesuai dengan
peraturan peraturan yang berlaku pada BMT dan koperasi.

4. Perhitungan atas simpanan dan bagi hasil pada BMT Al Hijrah KAN
Jabung lebih menggunakan istilah bagi hasil yang mana bagi hasil
tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan
antara nasabah dan BMT pada awal perjanjian.

5. Bagi hasil yang merupakan salah satu objek pajak seperti bunga pada

lembaga keuangan konvensional dikenakan pajak 20%. Sedangkan BMT
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Al Hijrah KAN Jabung yang merupakan salah satu lembaga yang
berbadan hukum koperasi dikenakan pajak sebesar 10% sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang membahas
tentang pajak SHU koperasi 10%.

6. Mekanisme pemotongan pajak bagi hasil dilakukan pada saat Wajib
Pajak (nasabah) yang menerima bagi hasil lebih dari sama dengan Rp.
240.000,- sebesar 10%.

5.2 Saran
1. Bagi peneliti Selanjutnya

a. Data yang digunakan peneliti hanya terbatas data atas simpanan
dan mudharabah berjangka (deposito). Sehingga masih adanya
kurang data pendukung yang digunakan sebagai pembanding.
Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang lebih
lengkap dibandigkan penelitian sekarang.

b. Buku pedoman yang digunakan dalam penelitian ini hanya
terbatas dengan perpajakan konvensional, sehingga perlu
adanya tambahan reverensi dari buku yang lebih luas secara
syariah.

c. Metode yang digunakan peneliti sangat sederhana, sehingga
perlu adanya metode lain yang lebih baik agar data yang

dianalisis lebih akurat.
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2. Bagi Perusahaan
Ketidaktahuan karyawan akan withholding tax system dapat
menjadikan kesalahpahaman antara karyawan dan Wajib Pajak
(nasabah) dalam hal pemotongan pajak, sehingga perlunya pemahaman
mengennai withholding tax system terhadap karyawan khususnya di
bagian castemer service.

5.3 Rekomendasi

Dalam hal melakukan pemotongan pajak bagi hasil, sebaiknya
perusahaan menggunakan tenaga tax accounting dalam menangani pajak
nasabah. Sehingga sistem perpajakan yang dilakukan lebih tertata lagi dan

lebih baik kedepannya.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



DAFTAR PUSTAKA
Al-Hadits dan terjemahan
Al-Qur’an al-Karim dan terjemahan.

Annisa, Nur. (2016). Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak
Penghasilan (PPh) pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung
dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, Skripsi (dipublikasikan). Jurusan
Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri, Tulungagung.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press

Ascarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Gaja Grafindo persada

Azizah, Nurul. (2015). Faktor — Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi
Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara
Tulungagung,. Skripsi (dipublikasikan). Jurusan Ekonomi Syariah Institut
Agama Negeri, Tulungagung.

Beni Ahmad., Januri. (2014). Ushul Figh. Bandung: Pustaka Setia.

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Ismail., Ismail, Abdul Ghafar., Wibowo, Kartiko
A. BMT Praktek dan Kasus. (2016). Jakarta: Rajawali Pres.

Erlinda, Desiana Sagita. (2011). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan
Pelaporan Withhoding Tax pada Bank BTN Syariah Malang, Skripsi
(dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri, Malang.

Fauzan, M. (2014). Kaidah Penentuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum
Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group

Ibrahim, Qasim a., Saleh, Muhammad A. (2014). Buku pintar sejarah islam.
Jakarta: serambi ilmu semesta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). APBN 2017. Jakarta. Diperoleh
tanggal 3 November 2017dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

Mardiasmo. (2016). Perpajakan (revisi). Yogjakarta: Andi Offset.

Mokoagow, Wita Wardani. (2015). Analisis Perhitungan Pph Pasal 4 Ayat 2 atas
Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kota
Mobagu. Jurnal EMBA, Vol.3 No.3. 807-816.



Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT. Remaja
Rosdakarya.

Resmi, Siti. (2017). Perpajakan (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2012. Metode Peneltian Kombinasi. Bandung : Alfabetha.

Tangka, Iraine Sari., Sabijono, Harijanto. (2014). Analisis Perhitungan PPh Final
Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Jurnal EMBA 203, Vol.2
No.4. 203-213.

Watung, Leonardo Romario. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan
Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT.
Bank Sulutgo di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal.
916-923.

Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Yurizkanti, Aghnia., Sasongko, Catur. (2013). AnalisisKetepatan Pengenaan PPh
untuk Deposito Mudharabah yang Dipersamakan dengan Deposito Bank
Konvensional. FE Ul

SAK ETAP
UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Bagi hasil

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha
berbasis syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 Tentang Pajak Penghasilan
untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tata cara pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepad anggota koperasi orang pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Tata cara pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau
diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764, diakses 20
April 2015.



http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764

http://erlinresepkue.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan
dan.html, diakses tanggal 24 Mei 2014.



http://erlinresepkue.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan%20dan.html
http://erlinresepkue.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan%20dan.html

Lampiran 1

BUKTI KONSULTASI

Nama - Siti Eli kurniawati

NIM/Jurusan : 14520080/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Withholding Tax System Prespektif Mutatis Mutandis
pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Hijrah KAN

Jabung)

Tanggal »

Materi Konsultasi

Tanda Tangan Pembimbing

18 September 2017

22 September 2017 | ACC Judul

Konsultasi Judul

s A
2. /]

26 September 22017

Konsultasi BAB I

30 Oktober 2017

Konsultasi BAB 1T, ITI

\
3/\ \
4 /)

11 November 2017

ACC Seminar Proposal

20 November 2017

Konsultasi Revisi Proposal

5'/l\h A
6. /\

14 Desember 2G17

Konsultasi BAB IV

somﬂov-.&.wwirz
o

A
/4 A
8./)

21 Februari 2018 Konsultasi BAB IV k

28 Februari 2018 ACC Kompre 9. /A A
10. | 13 Maret 2018 Konsultasi BAB V '\ 10 /]
11. | 9 April 2108 ACC Skripsi (Sidang) 11 / )

Malang 23 April 2018

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Siti Eli Kurniawati

Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 05 Maret 1994
Alamat Asal : Dsn. Kenongogong, Ds. Panolan RT. 005
RW. 002 Kec. Kedungtubn, Kab. Blora

Alamat di Malang  : Perum Gajayana Inside Blok B7 Kec. Lowokwaru Malang
Nomor Telp : 085712295570
Email : elikurniawatil8@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2004 : SDN 9 Kuta Bali

2004-2007 : MI Muhamadiyah Panolan

2007-2010 : SMP Kartayuda Wado

2010 -2013 : MAN Lasem Rembang

2014-2018 : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

Malang

Pendidikan Non Formal

2004-2007 : Madrasah Diniyah Al Hidayah Kenongogong

2007-2010 : Pondok Pesantren Wali Songo Wado, Kedungtuban

2010-2013 :Pondok Pesantren Nailunnajah Sumbergirang Lasem,
Rembang

2014-2015 : Program Ma’had Sunan Ampel Al- ‘Ali UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

2014-2015 :Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG


mailto:elikurniawati18@gmail.com

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang mulai tahun 2014

- Pengurus Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang Staff Bidang Bendahara Umum tahun buku 2016

- Pengurus Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang Kepala Bidang Bendahara Umum tahun buku 2017

- Pengawas Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang tahun buku 2018

- Anggota Asisten Laboratorium Akuntansi & Pajak Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang tahun mulai tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik Fakultas (OSFAK) Ekonomi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

- Peserta Accounting Gathering (OSJUR) Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

- Peserta Pelatithan Manasik Haji Ma’had Sunan Ampel Al ‘Ali UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

- Peserta Seminar Nasional Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal
Bertauhid, Fundraising. Dan Pemasaran Syariah Fakultas Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta Talkshow Keuangan Syariah oleh Bank Indonesia Malang

- Peserta Warkshop Penyusunan Laporn Keuangan Berbasis SAK ETAP

- Panitia Seminar Nasional Kewirausahaan Koperasi Mahasiswa Padang
Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



- Peserta  Seminar  Nasional  Koperasi  Mahasiswa  Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

- Peserta Pelatihan Singkat Salesmanship oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Jawa Timur



MALANG

NPWP : 01.426.021.0L651.000
gp‘;rg Aﬁﬂlggga”mxgg g:nl,f léL(j:A ,1 g?JZOpin‘ mala

Agribisnis dan Perdagangan Umum
Badan Hukum : 4427 /Bh /|l / 1980 - tgl. 28 Pebruari 1980

Nomor : 047/KAN/1I/2018

Lampiran ‘-

Perihal : Balasan Permohonan Ijin Kuliah Kerja Nyata
Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim
Di

Malang

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara, perihal Surat Permohonan Iin Kuliah Kerja Nyata. Dengan ini
sampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa dibawah ini :

TéTE ISLAMIC UNIVERSITY

! No. Nama Mahasiswa NPM

| 1. | Siti Eli Kurniawati 14520080

HII%S

Untuk melaksanakan penelitian di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung dengan ketentuan sebagai berik
1. Mematuhi segala peraturan yang ada di KAN Jabung
2. Menjaga nama baik KAN Jabung

3. Mempresentasikan hasil laporan kepada manajemen KAN Jabung

Demikian surat kesediaan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

ot :
14
-
=
-
g
=

Jabung, 22 Januari 2018

S JI. Suropati no. 4-6 Kemantren, Jabung, Malang 65155
elitan  Tol, +62 341 791227 (hunting) ;: 791344 « Fax. +62 341 793100
Kan Email : kanjabung@yahoo.com - Website : www.kanjabung.com

<=




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAHEI MITTVIN VNVYTINVIN 40

L4 L)
suejeneg .

h kfa ,ﬁ.m__‘ﬁ,ges%m | ‘burlqep
S STSIUY 4838 JBIS 5180
usueAejad suae)
1saulpiooy sy "= .
OpUeLIOY SuB?) ;
E S Sl S USSR RSSO R TR0 K8 X o Rt s A . .
y i i i i 1
[ i i
i ] { ” “
H i
i L L t i | i i
i i 1 i 1
i i i i i
i B i i [ f i ] ]
§ 3 i ] i § i ! !
uequn
ueg Bupes voddng UBYI0 NSng X
wn pun | [ g Uejoides g1 jun Yeuoides Jun ety L e ueMsay pun oA __zﬂﬂﬂaﬂ_ figent s
wpy oy B o | "B Wey'oy

ONVINTN3d BNeE i
SN HarYNVI SHNSIR IS H3 VNV
[
_ 1vsnd x.w<~ j 1 ONLINOODOY _

: Lany

L i J

{_swmvonad |~™~snunenzd

XOdWC

ONNGVC VOVIN OUOV ISVUAION NIWILYNVIN HNLINYLS NYHVENYA ONVINIL
9T0Z/X1/d’'dINVXH/0S: HOWON SNUNONId NVSNLNDIN LV¥NS
T NVUIdWVTS




ONVIV

40 ALISHIAINN DIAVISI 31VIS INIHVAAI MITTVIN VNVTINVIAN 40

ming xeiR) | JeAo) yewR)

- em| 96's69'THE'T| 007000002 £10-8T5E20000-UN1PS:YNIQ WYY | 8102-T0-G1
| eou| 96'569'TP1'T| 00°00000¢ <y £10-875£20000-UNIRS:YNIA 4| 810Z-10-€0
| weisks|  96'S60'TKE| L uvET £10-8TPE20000-00T : BulLSYeYy £T107=Unue) z7=uejnq seybeq ueseAequad | 810z-10-20
- emy| erspe'ore| 00°000%002 , £10-8TPEZ0000-UN2S:YNIQ WYY | £102-2T-50
weishs|  6T'BVE'ONL|  28'8LE"T £10-879£20000-00F:BUIXY /707 =Unye} TT=Ue|nq seybeg ueleAequsd| £10z-21-+0
- ou|  £'696'85L] 00°000'00% £10-8T£20000-UNSS:YNIQ SSY| £T0Z-T3-10
welshs|  /£'696'86E|  £6'568 £10-8T5£20000-00TBUILBYRY £T0z=UNYe} 07 =ueng seybeg UeleAequiad| £702-11-10
- wewsAs|  syes0'see|  seseL €10-8T7£20000-007 :BulUY £T07=UNUe) 6=Ue|ng Seybeq uesekequed| £10z-0T-Z0
iur_..rn:_.r_u 198 0avs LIGHUA 134930 ) NYDNYUILAN ] jeBbuey

dsf1sr1Mo0gssed-yeeo/uebungey/saoeyiem-sid/0808:05''89 L 26 Ay

"

£0/90"MY/LY ONVYIAM 1L
£10-81¥€20000-00T
HYAIQWYHY 1N LYWL YNICO 8+00007000

1en 0 810Z-10-bZ Q/S £102-01-T0 : (BL £T0-8THEZ0000-00T : Buiuedey ON

a4

|
| |

| uebungel ming>eis) | uebungeyr myng 3}e3d) < uebungey

ueBungel ming ey << uefunde)



va<|_<” 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VIS INIHVAAI MITTVIN VNVTINVIAN 40

ming Xe@) | J4eA0D dee)

snn| 08'T€4'00S'T| 00°000'000' 110-666000000-1nquId: NILNLYYN IE«&( NYYNSONY | 810Z-T0-€2
WalsAs | 08'T€L'00S 08'T€L £70-90£¥20000-007T: Buluey £10z=unye} z1=uejnq seybeg ueseAequad | 810Z-10-20
elej|  00°000°00S,  00°000°00S €70-90£#20000-UNIOS:NILNLYYN HY4Y¥Y | LT0Z-CT-ST

andur sesn oqvs LI .—.mmm.n NYONVE3LIN jebbuey

dsfisI1Moogssed-yejso/uebunqel/saoey/em-s1dq/0808:06°'89 1 26 L/ dny

"

20/TT"MY/LY YAVY 10
*€10-904+20000-007
ALLNLYYN £0T000T000

1e) 0 8T0Z-10-bZ A/S £10Z-0T-10 : IBL £T0-90/+20000-00T : Buiusxey ON

uebungel ming yee) ﬁ ueBunqe] ming ye3a) < uebunge)

uebunge] myng e << "




ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEEI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming Ye1e) | 490 yeje)d

wn| 8.°06v°015'T| 00°000'007 8102 TUVNNYC OT-T QYd/NYX YNYALLSTINA/ET0-9£5620000-007/LS | 81027021 |

ma! 8°06v°0T6'T| 00°000°007 8102 ¥38W3ISIA TE-TZ QUd/NYX YNVALLSTINA/ET0-9/5€20000-00T/LS | 810Z-10-50

| ueisks| g06V'0TE'T|  62TILT| | E10-OLSEZ0000-00T:BUNBNY £107=Unye) 7]=Ueinq Seybeq UeleAeqwad | 8T0Z-10-20
mn] 05'84£'808'T| 00°000°007 £10Z ¥38W3530 0F Q¥d/NY> YNYALLSTINA/ET0-9/SEZ0000-00T/LS | £102-21-22
| - mn| 05'82£'802'T| 00°000°00T £102 ¥3AWISIA 0Z QUd/NY> YNYALLSTINA/ET0-9/SE20000-00T/LS | £T02-23-61
o 0g'82£'80T'T| 00°000°007 £102 ¥39W3S3 O Q¥d/NY> YNVALLSTINA/E10-945€20000-00T/1S | £102-25-50
| weishs| 09'8'800'7|  ££'909"7 £10-9/5£20000-007:BulUs@Y £T0Z=UNYE} TT=Ue|nq Seybeg ueteAequiad | /102-21-40
T wa| rearzo0t| ooooo'oot | L7027 ¥3BWIAON 0F Qdd/NY> YNVALLSTINA/ET0-9LSE20000-00T/LS | £102-TT-2
ma|  /1'241'206] 00°000°007 | LT02 ¥38WIAON 0Z Qd/NY> YNYALLSTINA/ET0-9£5£20000-005/1S | £102-TT-LT

snn| - /1°7/1'208] 00°000007 £10Z Y38WIAON OF Qdd/NYX YNYALLSTINA/ET0-9£5520000-00T/LS | £T0Z-17-90
welsAs| [TZaT'0L]  0SLW'T| | £10-9/5620000-007:BUlNBYRY Z107=UNYE) OT=Ueing Seybeq ueieAequd | £102-11-10
. mn| £8'ps's0L| 00'000°007 £102 Y3800 0F Q¥d/NYX YNVALLSTINA/ET0-0£SEZ0000-001/LS | £102-0T-22
| £8'%52'509| 00°000'00T £10 ¥3BOL0 07 Q¥d/NYX YNYALLSTINA/ET0-90/SEZ0000-00T/LS | £10Z-01-67
- mn| 8'S2'505| 00'000'007 £10Z ¥380110 0T Q¥d/NYX YNVALLSIINA/ET0-0£5€Z0000-00F/LS | £10Z-0T-0
 weishs|  /gvss'SOv| 29495 £70-9/S£20000-001:6ulua@Y £107=UNyE) =uejng seybeg UeseAequad | £702-07-20
andug sesn|  OQIVS 11038} | 13830 NYONVYILIN |ebfuey

dsf1s17poogssed-yejeo/uebungel/saoey/iem-sida/0808:05'S 891 26 /Ay

"

90/90" Md/Ld NIYLNYIWIN 0¥08
'£10-9£5€20000-007
N YNVALLSITNA 2£00007000

1eD 0 810Z-10-bZ Q/S £10Z-0T-T0 : 1BL £T0-9/5€Z0000-007

: Bujusday oN

44

T I

_ :mac:nﬁ :v_:m He1R)

uebunge] ming ye3an < uebunge)

ueBungel myng ey << ue”




ONVIVIN S0 [ 14eshs/T AgesaUes]| I\ WOEESST 1/ LS (]| He0iss9I00mp0i00reisosa/ 4502 Tl payas seubia verekequad L102-11:10
weshs|  18'€2L'S9T'Y|  00'920'2TT $20-855200T00-00T :03150d3q £10Z-T7-+0 :3polied seybeg ueteAequed | (T0Z-T1-10
weshs|  18'669'€S0'%|  62°1€6'LhT $20-¥55200T00-007:01150d2q £10Z-T7-Z0 :3poLiad seybeg ueieAequed | £10Z-11-10
weishs|  15'99/'S08'E|  00'810'6ST $20-652200700-007:03/S0daq £10¢-T3-71 :apoied seybeg ueieAequiad | £10z-11-10
WweisAs|  1S°0SL'9¥9'E 62°1€6'L¥T #20-5¥5200100-007:03s0d8Q £10Z-11-20 :apouad seybeg ueleAequiad | £10Z-11-10
waishs|  zz'618'96E’E|  00°0£0'S9 | 570-876700700-007:031s0dRq) £107-T1-97 :3poLad seybeg ueieAequid | £10Z-11-10
watshs | n.%wmm_ﬁn 8v'296'6| | T10-065ZT0000-00T:BuIUSNeY £10Z=UNye) 0T=uejnq seybeg ueieAequsd| £10Z-T1-10

| waishs|  eoozg'ErnE | oocogor| &. SIAYYLYW/TT0-065270000-00T-£10Z ¥3GW3Ld3S GVL SYHOVE YIvd | £10Z-0T-€0

wowshs|  coezover'E| 000502, WL SIAVHLYW/TT0-065210000-00T-£10Z SNLSNOV GYL SYHOVE dvivd | £102-03-0

waishs|  ese9'tze’e| |  000S0'Z| ML SIAVMLYW/TT0-065270000-00T-£10Z SNLSNOY GY.L SYHOVE M(Vd| £10Z-01-€0

| weisks|  ecezs®z’e| | 000ST'I8| WL SIAVMLYW/ITO-06YZ10000-00T-£T0Z SNUSNOV GV SYHOVE WLV | L102-01-60

e coeséze’s| | 000000100008 © 787ISIAVMLYW d3Q NYLYAWAN3d| £102-01-20

ey El6/86ZE'ES| | 000000000  N19.27 SIAVYLYW 30 NvLvdWaNad | £10Z-01-20

eley| €/'6/8'62€'60T | 00°000'000'0 N A O 770-06v210000-UMBS: SIAVMLYW SSV | £102-01-20

| weishs| e/'6/8'6eE'sS|  86%620'80] | Z0-E0ET00T00-00T:0Nsodeq £10z-03-80 :epoLiad seybeg ueieAequsd| £10z-0T-20

weishs| o/'6v8'T29'7S|  66'08'88T| | 20-85v200T00-00%:0Ws0deq £10Z-0T-b0 ‘epoLiad seybeq ueleAeqwad| £102-01-20

| weisAs| - 9L'THO'EEV'TS|  66'600'9€L | $20-699700700-00T:03S008Q £102-01-6 8 :apouiad seybeg ueieAequind | £102-01-20

weishs|  ££'TE0'L61'ZS|  00'909'TvT | ¥20-552200700-007:03150d8Q £T02-0T-2T epouad seybeg ueieAequiad | £102-01-20

| | weisks (/Sep'ss07s| 66600987 | $Z0-82€200700-00T:01iS00q £T0Z-01-87 :3polied Seybeg ueseAequiad | £10Z-0T-20

| | wess grswielg'ts| e T10-06+Z10000-00F BULYRY £07=UNLE 61 =ueinq mgmmm vereAequad | £102-01-20
anduresn  oaws | uaaw | uga | NVONVHALIN febbue

"

ONYMYTOANIE NV (VU
T70-06¥C70000-007
A YL SIAVYLYIW €£2T00T000

1eD 0 £10Z-21-0€ O/S  £10Z-07-T0 * 161 TT0-097S00000-00T : buiuaxay oN.

L = ) B [
uebunael ming >e1a) | ueBungel ming je1a) < uebungey

dslsrpoogssed-yelaajuebungeyseeyiem-s1daq/0808:06'6'89 1 'Z6 LAy uebunge] nyng ¥elR) << U




ONVIVIN 4O A LIS RISy 1S| 0L 1y el] M1 I SO SIELIN H Y0, 4100282
eup|  10°528'T0509 000008 SIAYHLYIW “TIN:I YL STAVMLYIW/IBBIRW/dNa | £10Z-T3-L2
eup|  10°528'6T4'09 00°000'079 SIAVHLYW "33 YL SAVHLYW/UWPY/d¥a | £102-21-L2
eup|  10°528'620'79| 00°000°000'19 SIAVHLYW "T3X:¥Q YL SIAVHLYW/BUeIId/dua | £102-71-L2

washs 10'528'62 00°000'000°05 $20-699700700-007T :03150d3d 000000'05 OX0d BAQ 110Y | £10Z-TT-T
waishs | 10'528'620'05 | 00°000'00005 £302-21-77 3p01id 5Z0-699700100-00F [0Ns04a YOYoq URIRdURd | L10LTT-TT
eu  toseez | 000000069 T710-065710000-UTHRYSIAYYLYW SSY | L102-23+50
[ weshs|  10Sze'6z6’s|  6606%68T| | bz0-826200100-003:0Ms008] £10-71-82 ‘3poiad seyBeq uereAequd| £102-Z5-b0
| weishs|  zo0ze'eL'9|  66H06'%8T|  ¥20-699700700-00T:035008Q £F0-71-60 :2poLiad Seyfeq ueleAequg| £702-71-0
| weisks| 0100559 66'06'681 | ¥20-4¥S700700-00:035008Q £F0Z-71-20 :3p0Liad seybed uesedequid | £102-21-0
walshs|  €0OTT'09E'9|  66'EZ6IST| | $20-85¥200700-001:0350024 £702-1-40 9pouad Seubeg eseAequd | £102-21-b0
weisks|  v0'981'802 %,. Co0EEEIT|  $20°S5ZC00100-00F:0NS0daq £0-C1-TF ‘epoiiad seybeq uelekequid | £102-Z1-+0
weishs|  pO'CKZ'PE0'|  86WTL69S| - ﬂ:xo-momse_Q.ougms_mo%o £102-71-80 :@pouiad seybeg ueleAequdd | £10Z-Z1-40
| wewks|  o0'8zS'ves's|  66'706'68T|  $20-5v5200700-007 0}S008Q £10-21-70 3p0lad seybeg ueiekequad | £102-CT-+0
welsks|  L0'EZ9'¥EE'S|  6vpI60LT ' $20-245200700-001 035003 £70¢-21-£0 9pouad Seybeg uesekequiad | £10Z-21-b0
waishs|  85'80L'€9T'S oesos's] | 110- 82508 00T:BUURNRY £T0Z=UNYE} TT=Ue|ng Seybeq ueieAequid | £102-21-b0
| weisks|  gTEME'SST'S| | oo 000000’ 0s| $20-826200700-007 0350030 000'000'05 M00d JoAQ 110Y | £T02-TT-62
wewshs|  8Z'Ev6/SST'SS| 00°000°000°0S| - n0z-T1-6 %o_sq $20-826200700-007 :0¥5003Q Yoo Uelieduad | £10Z-11-62
eup|  9ZEV6'SST'S  spo0z u A A T70-£66900000-INquid: 3y 7900 YNaNId| £70z-T1-€2
weisks|  e@TwlEHT'S| | O0'E6L'Z| WL SIAVMLYW/TT0-06¥250000-00T LT0Z Y3SOLNO GVL SYHOVE NYIvd| £70Z-11-90
waishs|  £8'SES'8OT'S 00'€62'b2| WL SIAYHLYW/TT0-065270000-00T £10Z ¥3G0LNO GV.L SYHOVE MYeYd | £102-1T-90
woishs|  e9'sze’sel’s| | O0'E0S'9Z. UL SIAVMLYW/TTO-06¥Z10000-00F £10Z ¥AE0LNO SYL SYHOVE MYLvd| £10Z-T1-90
| weisks|  £91E8'6T'S| 00'€05'92| WL SIAYMLYW/TT0-06%270000-00T £10Z ¥3FOLNO QYL SYHOVE MYevd | £102-11-90
" weishs|  ggwec'oir’s| | 00'%60S%6L|  MLS m;§2_>_\:o 8«&88 007 N&N ¥390.1/0 QYL SYHBYE MYVd | £10Z-T1-90
BlR)  £9'€HBISZE’S N 8 000" ,&,o s| > SIAVYLYW H d30 NYLYdWINd | £T02-T1-€0
)| €9'EYR'SZE'SS | 00'000 000'05 | s 110-065210000-UNJ3S:SIAVELYMW d3d | £T0Z-T1-€0
" weisks|  egeveSze’s|  0060%66L] | bZ0-E0ET00700-00T:0Ns0dsq £10z-11-80 :epoad seybeg ueledequid| /10Z-11-T0
andug sesn 0avs 11038 138340 NYONYHILIA jebbuey




ONVIVIN 40

- &S =3_A

LA L &S

Tlswks — Tazeendioe Q.nm..mmuwm UeleAequiad | £10Z-TT-T0
walsAs | 8Z'60Y'TSE'S|  Z0'0ST'STE’T #20-0£1000000-00T:04s0daq £102-11-0€ :@porad seybeg ueledequiad | £10Z-11-T0
walsAs|  92'652'920"p 00'STS'Z€T #20-962200700-007:0)s0d2Q £10Z-TT-¥Z :3polad seybeg ueleAequad | £10Z-TT-T0
waisks|  97'bbL'e68'S 00°'8T0'657 $Z0-£82200700-00T:0s0d5q £10Z-11-0T :3poviad seybeg ueseAequad| /102-1T-10
weishs|  Sz'9zL'peL'S 00°'STS'Z€T ¥20-592200T00-007:0¥5008Q £10Z-17-9Z :3poLad seybeg ueieAequiad| /10z-11-10
waishs|  6z'1T2'200' V8'9ES'L TT0-0STS00000-007 :BUIU3¥2Y £T0Z=UnUe} 0T =UeIng seybeg ueseAequiad | £10Z-TT-10
wolsAs|  zv'bl9'beS'S ﬂ o0’ 000'000’ omm ~ ¥20-0£T000000-00T :035003Q 000000052 HIOA0d JBAQ 08| £T0Z-TT-10

washs| zpb9'bes'Esz | 0000000005z | ,..,.._.[M&N.I:as apoviad $Z0-0£7000000-007 :03sodad %0%0d UeJieduad | £102-T1-10
weishs  zv'bL9'beS’s| 00'000'000'SZ|  20-562200700-00T ‘0usodad 000'000'SZ oMod JBAC 1108 | £102-0T-52
welshs|  zv'v/9'6S'ST | {8 000'000'SZ | 10z -01-52 :3powad $20- mmmmmoso -00T :0115003Q Y0%od Uelledusd | £102-01-62
welshs|  zp'hso'bes'E| 00'000'0000€ | $20-€82200100-00T 0350080 000000°0€ M0%0d 3RO [10% | £10Z-0T-T1
wshs | zy'pLO'b6S'EE| 00°000'000'06| | £T02-0T-TT :powad p20-£82200T00-00T (0NSOaq YOXOd UeNEIURd | £102-0T-11
weishs|  Zb'b/9'b6S'E 00'S00'81T | E HYNIWY R\mmmww&&ﬂo\a -£707 4393135 9V SYHOVE IVCVd| LT0Z-0T-€0
weyshs | 7v'6L9'TTL'E | 00'050'4Z|  CH HYNIWY 1S/TT0-0STS00000-001-2102 SNLSNOY SYL SYHOVE Yvrvd | £10Z-0T-60
weisks|  zv'672'65L'E 00°0SZ'SET|  CH HYNIWY 1S/110-0STS00000-00T-£T0Z SNLSNOV GvL SYHOVE Svivd| Z10Z-0T-€0
welshs | zv6L6'vL8'S 66'600'9€7 ¥20-606T00T00-00T :0Ns0d8q £102-07-GZ :3poriad seybeg ueseAequad | £102-01-20
waisAs £1'696'8€9'¢ 00909141 ,, ¥20-£82200100-001 :0)1s0daq £102-0T-0T :9pouad seybeg ueseAequad | £T102-0T-Z0
weishs| . Ep'E95'L6b'E 00'500'81T $20-562200100-00T :0)s0dq £10Z-01-pZ :3pouiad seybeg ueseAequad | £10Z-0T-20
weishs|  £p'gqe’6Le’s 00500817 | $20-592200T00-00T:0Ns0daq £10Z-07-9Z :3pouiad seybeg ueseAequad | £10Z-0T-20
WeISAS  piESE'TOT'E|  96'6v0'081'T | $20-0£T000000-00T :0350d8Q £102-0T-8Z :3pouiad Seybeg ueseAequad | £102-01-20
welshs|  /4'E0£'7180'C 96'96L'€ 110-057500000-00T BUIUS3Y L102=Unye) 6=Ueing seybeg uesekequag| £70z-07-20

indupsesn 0aivs © lrqauy o mm.mm_a T NvonvEaLax lebBuey

dsfis17/Moogssed-ye1e0/uebunge)/sedey/iem-sida/0808:05'S'89 L 26 L//:dny

"

T0/T0 "L ONYMYIOANIE NYIY
T10-057S00000-00T
[H HYNIWY LS 86¥0007000

1ed 0 Z10Z-21-0€ a/s  £10Z-07-10 : 1BL TT0-0STS00000-00T : Buiusxey ON

m w uebungey ming ye3d) < uebungey

:m@::g& _s:,m Y_ES

uebungel myng Yeldn << upf

J




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DINVTISI 31VLS NIHVYEEI MITTVIN VNVINVIA 40

—

ﬁ ming 3e1e) | 43A0D) XeR)
eu 89'TS€'ST | © 00°00000¢'Z 170-057500000-UNH2Y:HYNIWY LS SSY | £102-21-b0
woishs|  89'TSE'STY'L|  66'906'68T 120-606700700-00T:015003Q £10Z-21-67 :3poviad seybeg ueiekequiad| £102-23-50
waishs|  69'opp'szz'L|  S96RT'LSE T 420-695200100-007:045003a £102-21-T0 :3poliad seybeg ueseAequad | £T0Z-ZT-b0
waishs|  £0'£62'858'9|  96'025'6Y6 C 520-0£T000000-00T:0)15008Q £T0Z-ZT-0€ :3pouiad seybeg ueseAequiad | L10Z-ZT-b0
waishs|  £0'2£4'806'S 05'256'96 xo-momsoso.oaus_mo&o £102-21-p7 :2poliad seybeg UeieAequiad | L102-21-b0
weishs|  LS'6T8'E18'S 05566 $20-592200700-007 :0315003Q £102-21-92 :3poliad seybeq ueseAequiad| £102-Z1-40
walshs|  80'298'8TL'S|  99'€926ET - .‘.‘«No.msmosoo.gﬁ"3_880 £102-21-80 :3poLiad seybeg ueieAequad | £102-2T-b0
woishs|  TH'€09'6L5'S|  OO'EPG'ETT | 20-682200100-001:0115003Q £102-21-0F :2polad Seybeg ueieAequiad | £10Z-Z1-p0
wawshs|  z6'099'59'S ET'6E2'8) N T Y 83880 007:6uIUa¥9Y £10Z=UnYe) TT=eing ‘seybeg ueseAequiad | £10Z-ZT-H0
ele) mN.memv_m | o0000'000'0s| g  CHHVNINY 15 30 NYLYAWaNad | £102-T1-80

ele|  97'TZH'LSK'SS 8 08 000" om_ 110-057500000-UN}8S HYNIWY 1S (H SSY | £10Z-11-80
waishs|  gzTTYLSK'S| 00'€05'9z  (H I<z§?§ﬁo.ommm“ggo.oa.‘DON Y380L)0 GYL SYHOVE Nvrvd| £102-T1-90
washs|  8z'vz6'E8Y'S | © 00'STS'ZET sﬂr x<ziﬂ Hm\:o o‘mm&ooo 007 58 Y3G0LYO AYL SYHOVE JVEVd | £102-T1-90
eey|  szecy'oro's, | 0O 081&0 09 (H HYNIWY LS d30 NYLYdW3N3d | £T0Z-11-T0

eup| 8z'6£%'919'50T| 00°000'000" &H; T10-057500000-Un}3S:HYNIWY 1S SSY | £102-TT-T0

nduy Jasn Oc._<m: .—.mONzx N anywa.u o i g lz,<Uz<¢mkmv. |e66uey),

“IsIpoogssed-yelao/uebungel/saoey/iem-sidg/0808:05'S 89} 26 1//-dny

uebungel nyng Yew) <<

—

uef




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVYHAI MITTVIN VNVINVIN 40

elej | [€'TLH'SH'99T'T 00000'2€7'2L2 T70-662¢70000-UNHEY:NYMYNND d¥Q | £102-27-8C
RIR}| ZE'TLY'LL0'6EY'T| 000001000007 T70-662¢70000-UM3S YL NYMYNND H SSY | £102-21-82
QUp| [ETLY'LL0'6EE'T 00°000'81 NYMYNND: Y80 YL NYMNND/BIRiew/a¥a | £102-21-2
QUIP| LE'TLY'S60'6EE'T 00000057 NYMYNND:IEQ YL NYMYNND/UILPY/dYA| L102-21-L2
BUp| LETIY'SHITEE'T| 000000002  NYMYNNDIEC L NYIMNND/BuEn/dia | 21002122
waishs| JE1LYSHR 90T 00'SZT'Z0T | UL NVMYNND/TTO-662510000-00% £302 M3SHEAON BYL SYHOVE NYvd| L102-21-21
waishs | (5'665'286'990'7  96'8LZ' Ty T10-662570000-007 BUUSYRY £107=Unye} T7=Uelng seybeq uesekequag| £102-21-+0
ep| 7y0E'905'500'T|  29'926'56E'T T70-962900000-nquIc: Y34 T180Q MNGNId| £T02-T1-62
eup| 0§'C6E0LT'990'T | 00000'000'00% C TI0-66710000-UMIS:AL NYMYNND H SSY | £0-TI-CT
o) 0R'E6E'0LT'996| 00°000'000'00€ T10-662670000-UNS L NYMYNNO H SS¥ | £702-11-80
wosfs|  oggecocry9 | Q0ZTTEE ML NYMYNND/TTO-662¢70000-001 £102 Y3SOLY0 8L SYHOVE WY | £102-T1-90
o) 08'029'T62'%99| 00000'000'007 o TT0-G620T0000-UNRSINYMND H SSY | L102-T1-60
wasls| 0B0Z9I6CY9S . T6ETITT| | T10:662470000-007:BuUBYRY £107=UNye) OF=Uenq seybeq uelekequad| £70z-11-10
oU (99640695 0000000002 T10-662570000-UTHEENMYNND SS¥ | £102-01-62
U [999E'6L0'68S 00'000000'5C. T10-66270000-UHEY:UeMeun sse | £102-01-61
B /8'9E'6/0'809 00°000'000'0T 110-662¢70000-Un}e):uemeund sse, £102-0T-81
2 /8OE6L08T 00'000'000'07 T10-662570000-UTHEYNYMYNND H SSY NALWYL £102-07-71
e [8'9E'50'529 | 00000'000'08F T70-662010000-UIIBSINYMYNND S5V £102-07-90
wasts| (g E'sL0y O0'LEL'PL| YL NYMYNN/TTO-662T0000-007-LT07 Y3RWALAS BYL SYHOVE WiV L102-01-60
waisls|  (gee0vST'ny 00°%08'95| %L NYMYNND/TT0-662¥10000-00T-L107 SNLSNOY BvL SYHOVE WY £102-01-60
WSS RO UElL| | TI0-66CvI0000-00% DuLeRRY LI0z=unye) 6=uenq seybeq uesekequad| £102-01-20
anduy Jesq 007vS L1034 13830 NYONVYILIN febifue]




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAHEI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming derd | JeAo) yeed

weisAs | 99'z67'L€L|  ST'LE0'T ST0-L£220000-00T:BulUSYRY /T0Z=Unye) ZT=uejng seybeg ueseAequed| 810zZ-10-20
Inyies | Tv'sSz'9€L| 00°005'TE LT/21 10V 10d/dgD YOUYENW YSUIW DD LHE NVYNI/STO-Lb£220000-001/4S | £102-2T-82
weishs| Tv'SSL0L| €818 | §T0-44£220000-00T:bulUNeY £T0Z=Unue) TT=Ue|nq Seybeg ueseAeqed | £10Z-2T-v0
eulp| 85'€/4'c0L| 00°00S'TE © ST0-/b/T20000-UNIeS:LT/TT LHL| £102-T1-82
weisAs| 8S'€L6'T/9| vO'BLI'T | S10-46£Z20000-00T:6UILSSY £T0Z=UnYe} QT=Ue|Ng Seubeg ueseARquiad | £10Z-11-10
snn| vS'662'0/9| 00'00S'TE LT/07 I0¥S 10d/d8D HOuYEN YSUIW DD LH NV¥NI/ST0-Lp£Z20000-00T/LS | £10Z-0T-0F

IMB| S'66L'8€9| 00°005'TE LL/60 10YS 10d/dg0 YOuYENW YSUIW DO LHE NY¥NI/ST0-L£220000-00T/1S | £T02-0T-0T
WeISAS | $S'662'L09  6L'6ZY'T ST0-££T20000-007 :BUlUDYRY £T0Z=UNYE} 6=UeIng Seybeg UeieAequed | £10Z-07-Z0

ndugdesn |  0AIVS L1a3yy | 13s3a NVONVHILIN lebbuey

jereo/uebunqey/saoeyiem-s1dq/0808:06''89 1 26 /Ay

"

S0/2€ My/Ld NSng
§70-£$£220000-00T
dg9D M0¥YENW Syl OO LHL NvdNI £€959000000

HeD

0 810Z-10-bT 4/S £T0Z-0T-10 : 16L ST0-£b£Z20000-00T : Buiusxey ON

uebunge| ming ®e1e) | ueBungel ming 3eis < uebunqe)

|

uebungel myng el << uebinge|



OZ<|_<T 40 ALISHIAINN JINVISI A1VLS NIHVALI MITTVIN VNVINVIN 40

dsf1srpooqssed-yejaouebunqey/sedey/em-s1daj0808:06'S'89 L ‘26 1/:dny

Heo

ming jeed | JeA0) ese)

Wweishs| 9v'pOT'6He|  £8'9pE'T §70-085220000-00T:Bulua¥@Y £10z=Unue) Z1=Ueinq seybieq ue.eAaquad| §70z-10-20
nues| £9°£18'b6| 00°005'TE LT/27 16¥9 10d/11dNS DO LHE NYYNI/ST0-085220000-001/1S | £102-21-82
- wesks| £9'/16'9T6| 182891 §70-085220000-00T:Bulua¥ey /107 =Unye) TT=Ue|nq seybeg ueieAequad | £107-21-b0
eup| T8'VE9'PT6| 00°005'TE §70-085220000-UMes:(1/TT LHE| £10Z-T1-82

" waisks| TeveT'ess 91'2€2'C §10-085220000-007:buluBMeY LT0Z=UNye} T=uejng seybeq ueieAequad | £10Z-TT-10
snn| 99'706'088| 00'00S'T€ £1/0T 109 10d/L1dNS OO LHE NY¥NI/ST0-085220000-00T/LS | £102-07-0

mn| 99'70v'6¥8| 00°005'T€ 011/60 I6¥9 LOd/LIANS DD LHE NYYNL/ST0-085220000-00T/LS| £10Z-01-0T
woishs| 99'706'218| £9'S26'7 570-085220000-007 :Buiuaxay £107=Unye3 6=ueing seybeg ueieAequd| £102-07-20
iduriesn|  0awvs | L1azuN 13830 | NVONVYILI , eBbue]

S0/4€* MY/LY NSNE NSQ

S70-085220000-007
1,1dNS DD LHC NY¥NI £0¥9000000

0 810Z-10-bC /S £T0Z-0T-T0 : IBL 5T0-0852Z0000-00T : Buuaxey ON

a4

uebunge) ming yes) | uebungel ming yeiad < uefunqgey

ueBunge] nmyng Yew) << I




ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEEI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming yeed | 18A0) qewrd

[ weishs| ze'796'726|  80°L0€' S10-065220000-001:BUILBY3Y £107=UNYe) ZT=Ueing seyteq ueiekequiad| §10Z-10-20

nes| ¥2'¥59'026| 00°00S'TE J1/21 1099 L0d/TLIYS AT13 DO LHC NYN1/ST0-065220000-007/1S | £10Z-21-8

T weishs| pz'vS1'688| E€TEY'T 570-065220000-00T 8_:9_3_ /102=Unye) T1=Ueing seybeg ueieAequidd | £10Z-ZF-+0

“euip| 76'225'288| 00°005'TE ey S70-065220000-UN8S: L T/TT LHI | £10Z-17-82

‘!&s&m 167720'958| 06°091'2 $10-065220000-00T :BUIURYeY £107=UNYe) 0F=Ueing seybeg uesekequiad| £102-71-10

snn| Tb'298'e58| 00°005'TE /1/07 1099 LOd/TULIAVS AT DO LHE NY¥NI/ST0-065220000-00F/1S | £10Z-01-0€

T mn| Tp79g’zes| 00°008'7€ c£/60 10Y9 LOA/TALIAYS ATI3 DD LHC NY¥N1/610-065220000-00T/LS | £10Z-01-07

T wmishs| Tv'798'06L 967987 510- ommNNoooo 00T:BulURY £10Z=Unye) 6=Ueing seybes :9&8&& £102-01-20
andur Psn| 0GWWS | LGIWN |13830 NVONVHILIN |ebBue

dsf1srploogssechyereojueBungey/saoey/iem-sda/0808:05 S 89 - 26 AR

118D

T0/%0° MY/LYd YYANY ONNdIWY

670-065220000-001
TYLIAYS AT13 DO LHC NvdNI £14#9000000

0 8102-10-b2 Q/S £10Z-07-10 : BL §T0-0652Z0000-001 Buiuz>ey ON

_\m@cnom i :v_:m NAES) _ uebunqe) mjng yeie) < uebunge)

uebunqel nyng e << "

7




|
ONVIVIN 4O /

\ L iysad[ T frE0d e a2l N eo-acgigec] LV 1S TN seiified ueiekequiad | /102-21-50
Walshs|  0T'805'SE6'SZ £8'089'22 T10-109210000-007 :Buiusy@y £10z=unye) TT=ueinq seybeg ueseAequiad| £10z-21-H0
elej|  €2'/28'716'S2| 00°000'000'T T70-T09Z10000-UMBS:INNS SSY | £102-T1-02
welshs|  £2'28'216'8 00°000'000'€£T 120-195200700-007 :0350daq 000'000'€LT HO%0d J3A0 [10% | £102-T1-02
walshs| €7'£Z8'Z16'T8T| 00°000'000°ELT £T02-TT-0Z ‘3powad 120-195200100-00T :031s0daq XoWod Ueeauad | £102-11-02
welshs|  £7'/70'216'9 00'8T6'9Z] 4 DONY DINS/T10-109210000-00T £102 ¥3HOLO BYL SYHDVE MVIVd| £10Z-T1-90
woyshs|  czspl'ése’s| | 007TES'L6| 4 DONY DINS/IT0-T09210000-001 L10Z HIFOLYO YL SYHOVE WYrva| Z102-11-00
welss|  €zul7'L€0'6|  £0'STE'SLE 220-29€200100-00T:0%1S008q £T07-T7-90 :3pokiad seybeg ueseAequiad| 710Z-T1-10
weisks|  07'796'T90'8| S ERT'692 120-195200100-00T:035008q £707-T1-81 :3pouad seybeg ueseAequiad| £10z-11-10
waisks| (9860t SSSey'eT T10-T09210000-00T:BuIva¥2y £702= :2_3 0T=UeIng seufeq uesedequiad | £10-71-10
lllsl_ﬂ aressecsz| | oooooooo'szt o 8T DINS d3a| £T02-0T-8T
®U| ZI'ESE'9/L'08T| 00°000°000'€Z D e S 8&88 -Un3as:gNns Sse | £10Z-0T-8T
e ar €SE'9LL'LST| 00°000000°0ST < N - pins dap uesieauad | /10z-0T-8T
welshs|  ZT'€S£'9LL'L 00°000'000'0€7 © 220-296200700-007 :0}150d5Q 000'000'0€Z HO%0d JA0 [10¥ | £10Z-07-60
walsAs| ZT'€SE'944'LE7| 00°000°000/0€2 £102-01-60 :poLiad 720-29£200700-00T :0xsodag %0%0d uelledusd | £T0Z-0T-60
waishs|  Z1'ESE'9LL'L  00'795'6%| 4 99NV DINS/IT0-T09ZT0000-001-£10Z ¥IGWALAIS GYL SYHOVE SVevd| £10Z-0T-€0
washs|  Z1'p16's28'L 00°058'98 .umui DINS/T10-109210000-001-2T0Z ¥IGWALIS QYL SYHOVE VCvd | Z10Z-0T-€0
washs| - zrvoszies| 0 | 00'wbs mm 4 99NV DINS/TT0-109210000-001-L10Z SNLSNOV @Y. SYHOVE vrvd| T0Z-0T-€0
" weisks| zreoezios|  oosTo'ser|  120-515200100-00T :0¥S003Q £10-07-87 :2powiad seybeg ueseAequad| £70Z-01-20
T waisks|  ergevorss| &m&m&” n WU\ & Nmo.mumm&so -007:03150d2q £10Z-0T-90 :3poLiad seybeq ueleAequiad| £102-01-20
| waisAs| 60°06T'849'9 60ESHZT| " 110- 109210000- 007:BulUa2Y £T0Z=UNUR) 6=Ue|nq seybeq ueieAequad| £102-0T-20
anduy sosq 041vs LIaau L3gia NYONVAILIN jefbuey
OYOWSYINYIC

dsf1sripjoogssed-yereojuebunqeyseoryem-sidq/0808:05'G'89 1 26 LI:dny

T10-109210000-00T
4 DONV IMNS $821007000

1eD 0 8102-T0-bC /S £10Z-0T-T0

+ 161 TT0-T09270000-001 * Buiuayey oN

m uebungey ming %ew) | ueBunqey myng yesy < uebunqey

uebunge] nyng yelen. <<~ueblrte




ONVIVI 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVTINVIN 40

a4

-

dsls1ipjoogssed-yejeojuebunqeysaoeyuem-s1daj0808:05'S 891 261/ dny

ming Ye1) | 43A0D eyeD

waishs|  90°£10'02L'0T 00°000°000'56T | 120-579200700-00T :03150d3Q 000°000°S6T 0%0d J9A0 (10¥ | 8T0Z-T0-67
warshs| 90°/10°02£'50Z| 00°000'000'6T 8102-10-6T :3pouiad 120-519200100-00T :0}1s0d5Q Y0%0d URAIEIUSd| §T02-T0-6T
wayshs| 90'£10'02£'0T 00°000°000°0€2 220-29€200700-001 :03150d3@ 000°000°0€Z M0%0d JoA0 110Y | 8T0Z-10-80
wayshs| 90°£10°022'0vZ| 00°000'000'0€2 810¢-10-80 :3poviad 720-79€200T00-007 035003 YoYod Uedieauad| 10z-10-80
washs| 90'£T0'02L'0T|  T0°PTO'SES 220-295200100-007:0¥50d2q §T0-10-90 :2poad Seybeg ueieAequiad | 810z-10-20
waishs|  SO'EOV'IST'OT|  00°€SH'08T | 120-579200700-007:011s0d3Q 8T0Z-10-8T :apouad Seybeq ueleAequad | 8T0Z-10-20
wayshs|  50'056/000°0T €8'€15'2C 110-109270000-007 :BuU3¥@Y £10Z=Unye) ZT=Ue|ng Seybeq ueseAequiad| 810Z-10-20
®U Z79EP'8L6'6 00°000'000'567 DINS d30 NYLVAWNId | £T02-2T-81
O 7Z'9EV'8L6'P0Z|  00°000°000'S| 110-109270000-UN8S:INS SSY| £10Z-CT-81T
®U| 7Z'950'8£6'66T | 00°000'000'€LT DING 43 NYYIYONId | £10Z-21-81
waishs|  zz'9b'8L6'02 00'966'S? 4 DINY DINS/TT0-T09ZT0000-007 £T0Z Y3GWIAON GV SYHOVE WCVd| £102-21-2T
washs|  zzzEv've0'lz| 00'988'69 4 DINY DINS/TT0-T09Z10000-00T £T0Z ¥IGWIAON GYL SYHOVE WVivd| L102-21-CT
waishs|  zz'8TE'P60'LZ|  60'SS6'65P 120-195200700-007 :0}1s0d8q £10Z-71-87 :2poLad seybeg UeleAequad | Z102-Z1-+0
ndursesn|  oaqwvs | Liamun 13830 T Nvonvwa jebbuey

uebungel mng e~




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEEI MITTVIN VNVYTINVIN 40

mjng yee) | 48A0D YelD

ey 96E0EZEL'ST| 000000008 T10-0£5000000-UMS:HYAIMYQY TNLONIOHN SV | 8102-10-61
weishs| 96'€0EZELLT|  66'61LT67| : 20-6vE200100-0071:0150030 102105 :3poLad Seybe Ueiehequad | 810Z-10-20
WaishS|  96'€85'6€Y'LT SE'99€07 T70-065000000-001 :BUIU3Y £107=Unye) z1= Eg seybeq ueleAequiad | 810Z-10-20
Gkl osizewas| | 0000000000F|  bZ0-6¥E200T00-00T :03s0deq 000’ 000'00F HIO%0d JoA0 [10Y | £107-Z1+L2
warshs| 29'STT'STY'LTT | 00°000°000°001 L102-21-L2 13900 420-6v£200100-007 :0150daQ ood UeANad | £102-21-L

oul oIz 00'000'€ 110-0£5000000-Anquid:uwpe | £102-21-22
weshs|  79'STZ'ZTY LT 00'186/2€ | HYAIMYQY TNLOBIOM/T10-0ES000000-00T £107 3BHENON VL SHOVE NVLvd | £102-21°28
wessAs| 79'96T'09V'LE|  66'608'6LE $20-6£200T00-00T 0}S00RQ £102-21-9Z :3powiad SeyBeg ueiedequiad | L10Z-21-40
waishs|  £9'98€°080'L1 8.'868'S 110-065000000-00T:6UIUBY2Y £T0Z=UNYE} TT=Uenq Seybeg ueseAeqwad | £10Z-Z1-+0
weishs|  98'L8Y'¥S0'LT 00°900°65 | HYAIMYQY 1NLOYIOH/110-0£5000000-001 £T0Z ¥3BOLNO BYL SYHOVE HYLvd| LT0Z-T1-90
washs| 0g'€6b'L0T'LE|  T0°090°0€S T pZ0-6v£200100-001:0¥S0d3q £102-11-0¢ :3poviad seybeg ueieAequad | £10Z-11-10
wowhs| Speevilsor|  S9T0SE| TI0-0E5000000-007:0U1U2¥3Y £TOZ=Unyes OF=Uelng seyPeq ueiehequiad | £102-11-10
waishs|  0Z'T8E'2HS'9T 002026 | HYAIMYAY TNLONIOHM/TE0-0£5000000-00T-LF0Z ¥3AALAZS GYL SYHOVE dVCVd| L10Z-0T-€0
waishs|  07'€85'685'91 o ;% 00F'¥S|  HYAIMWYOY / INLOYIOHM/T 10~ o‘m‘moooso -007-£107 SNLSNOY YL SYHOVE WVIVd | LT0Z-0T-€0
weishs mw.m%\@qa 66'610'2LY 3 b20-6v£200100-00T :0V50daq £10Z-01-07 :3poLiad seybeg ueleAequiad | £10Z-0T-20
weshs | 1Z'E99'TLT9T S0'THv0g | - " 170-065000000-007 :BUIUBYRY £T0Z=UnYe) 6=Ue|nq seybeg ueieAequiad | £102-01-20

andug 125 om.?m L1aauy 13830 1 NVONVHILDN ‘ jeBbue

dsl1s1ooqssed-yereojuebungeysaoeyem-sidq/0808:06 S 891 26 /- di

O[3YYdWYTS T0/70°MY/LY 80°ON 1LYTIW L
; 110-0£5000000-00T
HYAIMYQY INLOYIOH ¥900007000

He) 0 8102-10-kZ /S L10Z-07-T0  IBL TT0-0€5000000-007

1 BujueYy ON

7 cma%gmh ESm V_Bmu

uefunge] myng yew~

ueBunqe) ming }e1a) < uebunqgey




ONVIVIA 4O .Emmm A -%ﬂmmw E{u.m_lm_%%m— YHAVISYW %z 430 NYLYdW3N3d| £102-0T-T1
ele}|  0v'T95'¥20'05 00°000'000°05 VHIYISYIW ¥NN d30 NYLVdW3NId | £T02-0T-TT
ele}| 0'195'%20'001 00'000'000°05 YHAYISYW ¥NN d30 NY.LVdWINId | £T02-01-TT
ele}| 0b'195'$20'057 00°000°000°05 VHAYISYIW ¥NN d30 NYLYdWaNTd | £T02-0T-TT
2| 09'195'%20'002 | 00°000'000'05 HYISYW YN OLISOd3A NYYIVONId | £T0Z-0T-TT
ey 0y'195'420'0ST| 00000000008 vy ‘ C HIVISYW ¥NN OLISOd3a NYNIVONI | £T02-0T-TT

iiee 0p'195'¥20°00T | 00°000'000°05 | | . © HIVISYW YN OLISOd3A NYYIYONId | £102-0T-T1
s? 0719552005 | 000000000 | C RDIVISYW NN OLISOd3 NYNIVONId | £10Z-0T-T1
 ew|  orTeshz| 00'000'002'F |  110-5066Z0000-UNMEX UAN SSY| £T0Z-0T-50
waishs|  0v'795'2Z'T 00'SHE'Z | HYHIYISYIW ¥N/TT0-506£20000-00T-£T0Z SNLSNOY GYL SYHOVE WVCVd| £10Z-0T-€0
waishs|  0'906'852'T| | 00°000000'0 120-505200700-00T 031S0d2Q 000°000°0S HI0X0d J9AQ [[0¥ | £10Z-0T-€0
wayshs|  0v'906'852'1S| 00°000'000'0S © £102-01-€0 :3poLad 120-505200700-00T :0}1s0d8Q Yo0d Ueieduad| £10Z-0T-€0
waishs|  0v'906'857'T|  10'508'88T | Z20-bEKZ00T00-00T:03S0d8q £10Z-0T-TT ‘@pouiad sedbeg ueseAequiad | £10Z-01-20
waishs| mm T0T'090'T|  10'508'88T © 220-7E¥200700-00T:0%50d8Q £T0Z-07-TT :3poad seybeg ueieAequiad| £10z-0T-20
waishs|  8€'96'1/8|  10'508'88T 220-5E¥200100-007:03150d8Q £T02-0T-TT :3poliad seybeg ueseAequid | £10z-0T-20
waishs|  LE'TE'T8Y|  L0'TLZ'LS 120-5£5200700-00T 0¥5008Q £T0Z-0T-8T :3pouiad seybeg ueseAequad | £10Z-0T-20
waishs| - TE0zZ'SZ9|  10°508'88T | Z20-6£v200T00-00T 0US003q £10Z-0T-TT :2pouad seybeq ueieAequiad | £102-07-20
weisks|  OE'STH'SEY|  o0'Sov'ziZ] 0 | £20- ,mwmq&&zmﬁm,_.mux_m&&‘w{ﬁ‘%,N.HM_U.%8 seyfeq ueleAequad| £102-01-20
waishs| o 0r0'v2z | 8.8&,&,“ | 120-505200700-00T:0¥S008Q £10Z-07-20 ‘3pouiad seybeq ueseAequiad | £102-01-20
weishs|  oc'sog'ss| e 00’ u N ‘mm‘mommmmgo -00T:buluBYeY £10z=Unye} =U cm_s seybeg ueseAequiad | £10Z-0T-20
ndug Jesn | mm?m | LTa3uN Emmn | NVONVHILEY jeBbuey

"

£0/€0°MY/LY 8T ANNIT 19148 VWVHSY
170-506€20000-00T
HYH)VISYIW ¥NN £09£000000

He) 0 8T0Z-T0-¥Z A/S £10Z-0T-10 * 161 TT0-G06€Z0000-00T : Bulueyay oN

uefunqel ming 31D | ueBungeyl mng deie) < uebunqge]



- Ve VIV Y L A

40 ALISHIAINN DIAVISI 31VIS INIHVAHAI MITTVIN VNVTINVIAN 40

weishs|  9£'9/9'1v1'9|  66'%06'68T $20-555200100-00T :0050d3q £T0Z-71-T1 :@poLed seybeg ueieAequiad| /10z-z1-40
weisks|  9L'TLL'1S6'S|  66'%06'68T ¥20-855200700-00T:0¥s0d2q £107-Z1-TT :3poLiad Seybeg UeleAequiad | £102-2T-b0
wasAs | ££'998°£9L'S 66'¥06'681 ¥20-955200700-00T:03s0ddq £10Z-ZT-11 :apolad seybeg ueedequad | £10Z-Z1-%0
welshs|  8£'196£L8'S 00°'ST6'0LT £20-5¥¥200T00-007:04s0ddq £10Z-Z1-LT ‘3poliad seybeg ueieAequiad | £10Z-Z1-¥0
WelsAs|  8/'O¥0'L0b'S 66'%06'681 | $20-£55200T00-00T:0)1s0d3@ £10Z-21-T1 :3ponad seybeg ueleAequad | £10Z-2T-¥0
washs|  6LT91'412'S|  00'SE6'ZET | | 120-505200100-00T:03150d3 £107-21-20 2poLiad seyfeq ueieAequad| Z102-21-v0
welsAs|  6,'907'¥80'S|  SB'EE6'Z | 170-506£20000-007:6u1Uy £107=Unye) TT=ueng seybeg ueleAequiad| £10Z-Z5-v0

eup|  peLZT80'S| 00°000000'0€ ~ nudspueyedwauad | £102-T1-02

eup| 6'7/7'T80'SE 00°000000'S 110-506£20000-UNMEYUNN SSY| £T0Z-TT-02

eup| $6'2£2'180°0% | 00°000°000°0% HYIYISYI 4NN ¢30 NYYIVONSd | £102-TT-02
wazshs ¥6'2£2'18 00°000'000'0% 120-5£5200700-007 :03/50dad 000°000°0% H0%0d JBAQ [10¥| £T0Z-T1-02
weshs|  p6'2£z'T80'0 | 00°000°000°0F £10Z-11-0Z :3pouiad 120-5€5Z00T00-007 :031S0daq Y0%od Ueedusd | £10Z-11-0Z

e®)  peuTTs 00'000'002'T T10-506£20000-UNHE}: VHXYISYIW 4N SSY NNLAVL| £10Z-T1-€0
weishs|  p6'2£2'182'T 00°000'000°05 120-5052007.00-007 :03150d50 000°000°05 :10%0d JBAQ [10Y| £T0Z-TT-£0
woishs|  v6'2£2'182'1S| 00°000°000°05 £10Z-T1-€0 :3pouiad 120-505200T00-00T :031S0d5q Y0%0d UeNeduad | £T0Z-TT-€0
wasAs | v6'2£2'182'T 01°£86'0LT | ¥20-955200700-00T:0%s0d2q £10Z-T1-1T :9polad seybeq ueseAequad | £10Z-T1-10
woishs|  p@'SETOTTT|  00'9TH'SHT | T20-5€5200700-00T:0¥S0d3Q £T0Z-T1-8T :3poiiad seubeq ueseAequiad | £10Z-T1-10
wayshs be'698'196|  00°025'S8T | 120-505200700-00T:0150d8q £T0Z-1T-20 ‘epouiad seybeg ueieAequad | £10Z-T1-10
wajshs ¥8'6Y€'9LL 01'£86'04T ¥20-855200T00-007:03s0d8q £10Z-TT-TT 3poad seybeg ueleAequind | £10Z-T1-10
waishs|  v2'295'509 00'525'8€T £20-5¥¥200T00-007:0s0dsq £10Z-T1-£T @pouad seybeq ueseAequiad | £10Z-TT-10
wa)shs ¥L'LE8'99€E 0T1'£86'0LT ¥20-£55200T00-00T:0)s0d8Q £10Z-TT-TT :9pouad seybeg uesedequad | £10Z-T1-10
weishs|  v9'058'S6T|  OT'£86'0LT ; p20-555200700-00T :0050d2 £10Z-T1-17 :2pouad seybeg ueseAequad | £10Z-TT-10
welshs|  vS'E98'HT »1°20€ 170-506£20000-007 :BuIUaX2y £T0z=Unye} 0 =ue|nq seybeq ueieAequad| £102-11-10
waisks|  0p'1959Z " 00°000000°0% 120-5£5200700-007 :03150d50 000'000'0% HI0M0d J3AQ [|0Y | £10Z-0T-6T
waishs|  0¥°'195'v20'0p| 00°000°000°0% | £102-07-61 :2pousad 120-SE5Z00T00-00T 10315003 YoXod Ueliedusd | ZT0Z-0T-6T
welshs|  opTeshz| 00°000°000'05 £20-5¢5200T00-00T :03i50030 000'000°05 10%0d JoAQ 108 | £T0Z-0T-8T
wWRIsAS|  0¥'T95'b20'0S| 00°000'000°08 £10Z-01-8T :3poliad £20-G¥5Z00T00-00T :031s0d3 4OMod Uelreduad| £10Z-0T-8%

andug Jesn oaws gy | 13@ad CNVONVHILIN {ebbuey

dsf1sriptoogssed-yereo/uebundey/ssoey/iem-s1da/0808:0 S 894 26 /- Ay uebunge) ming e




ONVIV

40 ALISHIAINN DIAVISI 31VIS INIHVAAI MITTVIN VNVTINVIAN 40

ming Ye1e) | J2A0D yeie)

waishs|  TypL1'50'2 00°000°000'0€ 120-685200700-00T 0115030 000'000°0€ H00d 4940 108 ] 8102-10-22
waishs|  Ty'p/T'£50'Z€ | 00°000°000°08 8102-10-2 :3poiad 120-685200100-00T 03503 Y0%0d UeedU3d | 810Z-10-22
wasAs | TH'pL1'L50'T 10'S2L'1ET £20-577200T00-00T:0)s0daq 8102-10-LT :2poliad seybeg ueseAequad | 810Z-10-20
weishs 0v'6vy'SZ6'T 00°09€'9%1 ¥20-855200700-007 :03/s0daq 810Z-10-11 :3poriad seybeg ueeAequad | 8102-10-20
waisks| ~ 0p'680'6LL'T|  00'ELH'TO 120-685200100-00T 03500 8T07-10-07 :2poLiad seybeg ueieAequdd| 8102-10-20
waishs|  1H'9T941'T| 00°095'9pT $20-955200700-007 :0}5003q 8T0Z-10-TT :3pouiad Seybeq ueieAequiad | 810Z-10-20
waishs|  TH'957'1L5'T|  00'09E'9pT $20-555200100-00T:0)15005q 810Z-10-1T :pousad seybeq ueseAequiad | 8T0Z-10-20
weishs|  TH'968'VTY'T,  00°095'0T $20-£55200100-00T:0)5008q 8107-T0-1T :2pouiad Seybeg ueleAequiad| 8102-10-20
waishs|  Zb'9ES'8LZ'T|  00°SSY'Z0T : 120-505200100-00T 0450030 £T0Z-71-Z0 :3Pouad Seyeg ueleAequiad | 810Z-10-20
walshs|  zy'180°0LT'T 99'/18'T 110-506£20000-00T :Buluaay £107=Unye) zT =ue|ng seybeg ueleAequiad | 8102-10-20
waishs| 9/ '€97bLTT 00'000°000'0€ 120-685200100-00T :01s0daq 000'000°0€ HOX0d J9A0 [10W | £102-21-12
washs|  92'€9¢'+£1'TE| 00'000'000%0E £102-21-12 :3pouad 120-685200100-00T :0S0daq YoXod Uedieauad| £10z-21-12
elR)|  9/'€97'vLTT 00'000°000'S T10-506£20000-UNMEY:YHXYISYIW 4N SSY NNLYYL| Z102-ZT-+0
walshs|  9/'€9THLT'9|  00£85'97 120-685200700-00T 10115002 £10Z-71-07 :3poad seybeg ueieAequiad | £10Z-2T-40
andursesn  oavs L1Q3UN 1383a NVONVYILIN a |eBbue)

dsfst7pooqssed-yereojuebungelssoey/em-s1dq/0808:05 G'89L 26 4//:dny

uebunge] nyng yelen

44




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAHEI MITTVIN VNVTINVIN 40

|

ming Xe) | JeA0) ¥e3e)

waishs| 00'evv'szs’s|  86'099'% 270-0£1120000-00T:BUUYBY £T07=UNye) Z§=UeIng Seybeg ueieAequad | 810z-10-20

mi| 20778'€2S'E | 00°000°00S L1/21 1099 LOJ/NYX YNVALLSTINA/ZF0-0£7520000-001/1S | £102-21-22

washs| zZ0'78L'€20'E|  zTSL8Y CF0-0ET120000-001:6UIUaYY £L10Z=Unye) 17=Ueinq seybeg ueieAequied| £702-21-+0

Wn| 08906870’ 00°000'005 /3T 1099 LOd/NYY <Z<Em::>\ws -0£T120000-003/LS| LT0Z-T1-82

- welsks| 08'906'9TS'7|  28'Tzb'S ‘ 210-0£1120000-00T:BUIUSX2Y £10Z=Unye) 07 =Uejng seybeq ueieAequad| £70z-T1-10

snn| gz'S8Y'E1S'Z| 00°000'00 L1/0T 10Y9 L0d/NY YNYALLSTINA/ZT0-06TTZ0000-001/1S | £702-0T-0¢

| weisks| szSeY'ET0T|  8TLL9E Z10-0€1720000-007 :BuiUa¥3Y £107=Unye) 6=Uejng seubeg ueieAequiad | /10z-01-20

ma| 00'808'6002| 00'000'005 £1/6 10Y9 LOA/NYM YNVALLSTINA/ZT0-0£T120000-00T/1S | £702-60-82

| weishs| 00'808'%605'T| 85058z 210-0£1720000-007:BulLa2y £107=Unye) g=Ue|ng Seybeq-ueseAequad| /10Z-60-10

snn| 25'£S6'90S'T| 00°000°00 | L1/8 10vD LOJ/NY) YNYALLSTINA/ZT0-0E T120000-001/1S | £10Z-80-62

waishs| 25'S6'900'T|  SeelS'T Z10-0£T120000-007:BUIUBY £10Z=UNYE} £=Ueing seybeg UeleAequwad | £70Z-80-10

ma| £Z'S8E'S00'T | 00°000°005 £1/9 10Y9 10d/NYX YNYALLSTINA/ZT0-0£T1Z0000-003/1S | £102-L0-82

welshs|  (7'SBE'S0S|  L2'S8E’s ) Ns om,:sgo -00T:6ulueYRY £107=Unye} 9=Ueing seybeg ueseAequid| £10z-L0-€0

ma|  00°000'00S| 00°000°005 T 4 :,\ﬂzo LOd/NYY YNYALLSTINA/Z10-05T120000-00T/1S | £102-90-€2

Injies 00| bL'8LE'ISH'  ZT0-0ETTZ0000-UNYeYYNYALLSTINAL NYXTYYNId | £702-90-27

walshs | pL'8LE'9SH'S|  £0°09€'0T Z10-0ET120000-00T :BUlUSYRY £T0z=UNue) G=ueing seybeg ueseAequiad | £10Z-90-20
ﬂ_ﬂ_am: " oaws LIa3u 3gag | < ; NVONVHILEN ;( jebbuey

"

90/90° M¥/LY NIYINYWIX 0408
C10-0€£T120000-007
NY YNVALLSIINA 2£00007000

1ey 0 8T0Z-10-b¢ Q/S £10Z-90-T0 : 161 210-0£TTZ0000-00T : Buiuaxey oN

_ cm@czgm | svsm ,_qu ueBunqe} ming ye3e) < uebunqgey

R

%_.ﬁ_._poogmmg.xSSEmm%ns\.&omsms.maeowow“om.m.mwF.Nm L/-dny uebunge] nyng Yewn << uebunge)



ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAHEI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming Ye3e) | JeA0) eis)

[ weishs| p9'800'7E0'9| 96728t 210-867520000-007: BuUSY®Y £107=Unye) ZT=UeIng seybeq ueieAequad| §10z-10-20
- mn| 89'S8T'E20'9| 00°000°000'F L1/21 10Y9 LOA/NY> ILYMOALISYYd IMQ/ZT0-867520000-00T/LS | £102-21-22
| weishs| 8o'seT’ez0’'s|  68'808'L 210-867520000-007: BUIUNRY £10Z=Unye) T1=Ue|nq seydeq ueieAequad| £10z-Z1-+0
| 6£'SL€'ST0'S| 00°000°000'F L1/17 10¥9 LOd/NYX 11YMOALISYYd IMQ/ZT0-862520000-00T/1S | £102-T71-82
| weisks| 6L'9/E'STO'Y|  pO'OVT'S 210-867520000-007: BUIUBYSY £T0Z=Unye} 0T=Ue|nq seybeg ueiekequad| £10z-T1-10
[ smn| sT'9g2'200'%| 00°000°000'  £1/07 1tv9 LOd/NYY 1LYMOALISYd IMQ/ZT0-867520000-00T/LS| £10Z-0T-08
weishs| ST'9EZ'L00'E|  T8'ES6'P 210-86220000-001:6UlUBYY £T07=UNYE} =ue|ng Seybeq ueieAequiad| £102-01-20
MR pE°Z8Z'200 | 00°000°000'T LT/6 10YD LOd/NYX ILYMOALISYYd IMQ/210-867420000-00T/LS | £T02-60-82
weishs| pE'Z8T'200'7|  vE'T8L'T 210-862420000-00T :BUIUBYRY £T0z=Unue) g=Ue|ng Seybeq ueseAequad | £T02-60-10
snn| 00'000'000'Z| 00°000°000°F L1/8 10¥9 LOd/NY LLYMOALISYYd IMQ/ZT0-862520000-00T/LS | £102-80-62
Inyes| 00°000°000°F| 00°000'000'F  270-867670000-UN3S:d IMA NNY | £70Z-80-80
u:n:u. Lamazs_l 0aivs LIAIUN 13g3d NYONVHILIN ll. jebbuey

dsl1sripoogssed-yerao/uebungey/seoey/em-s1da/0g08:05'6 891 26 Li-dny

70/21"MY/LY Lyxva NOANYD
210-862520000-001
NI LLYMOALISYYd IMQ 1600007000

LeD

0 810Z-10-bZ Q/S £102-90-T0 : IBL ZT0-86Z7b20000-00T : Bujuadey ON

44

?mocsmm L mng es) | uebungey myng je3s) < uebunqe)

——— | ——

ueBunge] nyng ey << I




ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming xee) | Jeao) yep)

99°T/T'6L8'ET| 00°000'00€'  210-TSZ620000-UNS: INIOALIS HINNSY | 8702-70-20
99'TLT'6L5'TE|  S6'616°OT Z10-152+20000-007:Buluaay £10z7=Unye; z1=ueng seybeg ueieAequad| 8102-10-20

wershs| z21s2298TE|  weITET 210-152520000-007:Buluaey £10z=Unye} T1=Ueing seybeg ueieAequisg| £102-21-+0
| eou| SLEET'WS'TT| 0000000 210-TSZ520000-UN3S: INOALIS NNV | ZT0Z-TT-22
| weisks| eLeeT'hve’s|  Z1TES'6h Z10-152520000-007:Buluaey /T0z=Unye} T=Ueing Seybeq ueseAequiad| £10z-T1-10
| ey s9'709'%zz’6| 000007008 210-T52420000-UMBS: INDIOALIS NNV | £102-0T-9¢
waishs|  §9'209'926'9|  89°/€7TT 210-152520000-00T:BUILYEY £10Z=UNYE} 6=Uejnq Seybeq Ueleequidd| /702-07-20
el 8EYIE'ETE'9 00°000°00€7 Z10-152#20000-UN9S: INIOALIS SSY| £102-60-62
WalsAs|  86'p9E'ETo'Y €950, 210-152+20000-007 :Buluaey £10Z=Unye) g=ueing seybeg ueleAequad| £107-60-10
eie)|  ST'6VE'909'%| 00°000°00€'z 210-152520000-UMS: INYOALIS NNV| £702-80-682
waishs| GT'BKE'90E’T]  STKE'S 210-152520000-00T:6UILBeY £T07=UNYE} /=UeInq Seubeq UeieAequisd| 770Z-80-10
QU] 00000'00€'Z| 00°000°00€' 210-152520000-Un19S: INIIOALIS HVIYNNY | £10Z-20-21
nduy Jesn 0avs 1 | 1383q . NVONV¥ILIN jebbuey

"

€£0/70'MY/LY YAVLIM VAYC 1
+ Z10-15¢+20000-007
ONNEYL INIOALIS €£76£000000

1e) 0 810Z-10-bC Q/S £102-90-10 * I6L NS.Hmmvm.ocoo.ooH * Buluexey ON

uebungel mingee)  uebungey nyng yeisn < uebungey

dsf1s1pt00qssed-yeleojuebungelseoeyiem-sidq/0808:05 S 891 26 iy uebungel nmyng el << I



ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming Xes) | JeAo) ¥e3e)
| 8Tvos'esy| 00°000'08 PT0-¥ZTHZ0000-UNJ3S:NAY TUL HYAIGUYLLY | 8T0Z-10-60
 weisks| gTvos'sor| 12195 P10-¥2T20000-00T:BulUYeY £107=UNYe) Z]=UeInq Seybeg UeieAequad| §70z-10-Z0
anu| /p'702'50p| 00°000°0S PT0-bZ1520000-UNBS:NAY IL HYAIGYYLLY | £T02-2T-€T
| wewsks| cpzoz'sse|  or1e $10-bZT520000-007:6UILBXSY £10Z=Unye} TT=UBINq Seybeg ueieAequad| £10z-21-+0
. ey ££'7S6'ZSE| 0000070  bT0-bTTHZ0000-UNJBSINAY TUL HYAIGUYLLY | £702-T1-90
waishs| £e'7155'208|  9T'T6L #1057 1420000-00T:6UIUBYSY £T0Z=UNUE) OT=UeINg Seybeg ueseeqwad| £10z-11-10
anu| 17'09.'T0€| 00°000°0 . $10-bZT520000-UNJBS:NAY TiL HYAIGUVLLY | £T02-0T-€0
weishs| Tz09s752|  SSLLS $10-bZT520000-007 :6UILNRY £10Z=UnYe} 6=ue|ng Seybeg ueseAeqwad | £102-07-20
andursesn|  oa@lvs | Ligaw |13saq Y NVONVYILIN e6bue]
£0/0°M/LY NYIV NSQ

dsf1sr1pjoogssed-yejeojuebungey/seoeyiem-s1dq/0808:06'S 891 26 H//-dny

¥10-¥¢1%20000-00T
INVIINA NAY T4L O £78£000000

1e) 0 810Z-10-b¢ Q/S £10Z-0T-T0 : 6L bT0-4ZTH20000-00T : Buluaxey ON

_ cmmgm@. ming ee) |

_ |

| ueBunqe) mng ye3s) < uebungey

~

uebunge] myng YeI) << __mmc_sm._.



_
ONVIVIN 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVTINVIN 40

ming 3eje) | 1en0) vewed

-

T

waishs| €£'702'902'T| 65951 $T0-606520000-007:Buluaey £10z=Unye) ZT=ue|ng seybeg ueseAequisd| 810z-10-20
m3| pT'£€9'P0Z'T| 00°000'00Z £1/27 1699 LOd/NY> ¥ IAIQ YHLID/#10-606520000-00T/1S | £102-21-22
welsAs | p1'Z€9'p00'T|  8LT95'7 $10-606¥70000-00T:BUIUSRY (T07=UnyE} TT=UeInq Seybeg ueseAequiad | £10Z-21-v0

- M| 9€'S£0'E00'T| 00°000°007 © [1/3T 1t¥9 LOJ/NYY ¥ IA3Q YHLID/PT0-606420000-001/1S | £102-T7-82
weishs|  oe'sc0's08|  €1'829'7 p10-60€520000-00T :BUILBYRY £T0Z=UNYE) 0T =UeIng Seybeq ueieAequad| £10Z-11-10
snn|  €7°2pb'T08| 00°000°002 £1/0T 10¥9 LOJ/NY ¥ IAIQ VHLID/#10-60£520000-00T/LS | £T02-0T-0€
weIsks|  €z'pp'I09| 94066 $10-60€420000-007:6U1UBDY £T07=Unye) 6=UeIng seybeg ueieAequad | £102-01-20
nduy Jesp 0qivs Li1gadi | l3gaq NYONVHEILIN |ebGuey

dsfisIpoogssed-yeieouebunge)/saoey/iem-s1da/0808:05 6’89 L 26 /-y

"

¥0/10'M¥/14 0T'ON 0¥09INOJIA It
¥10-60€¥20000-00T
NYX ¥ IA3Q VdLID 0672001000

1ep 0 810Z-10-b Q/S L10Z-0T-T0 : IBL bT0-60€+20000-00T : Buluaey oN

: .

| uebungel minge1e)  uebunge) ming ye1e) < uebunge)

.

uebunge] nyng Yew) <

e



ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIAVISI 31VLS NIHVAEAI MITTVIN VNVTINVIN 40

dsf1sr1poogssed-yejeojuetiungel/saoeyiem-sida/0808:05°S'89 1 26 /Ay

ming Xe) | Ieno) ye)
| weisAs| szzezveeor|  Lvgeil| ¥10- 8&&80 -00T:BulueBY £T0Z=UNUE) 71 =Ue|Nq Seybeq ueleAequiad| 810Z-10-20
i sLgg0 omm,-mm\& 000'000'T| L1/21 10¥9 L0d/OMOSIM ONYNYN/4T0-T9E000000-001/LS | £102-2-22
| weishs| sec0'08e’s| 2499091 V | ¥70-79€000000-00F:BuIUBYRY £T0Z=Unye; T1=ueinq Seybeg ueieAequisd | 2702-27-50
- mn| 9096’9’ 000000007 | L1/3T 10Y9 L0d/OMOSIM ONVNYN/#70-T9€000000-00F/15 | £70Z-T1-82
| waishs|  90°/96'c98'8|  16205'LT ¥10- ﬁ@moo&mo -00T:BulUBIY £T07=UNUe) 0T =Ue|nq seybeg ueseAequad | /10z-13-10
S| ST9v'ovE’s| 00°000°000'T N N\ © mwa 10Y9 10d/OMOSIM uz<z<_,_\3o ~T9£000000-00T/1S| £10Z-0T-0€
- eup| STYOr'obe’z| 00000000007 | b70-082000000-4MQUdiicyD 5& NML3S HYYS MNENId| £10Z-0T-€2
el STY9K'O¥E'9| 00°000°000°T © b70-79£000000-UNIS:0MOGIM ONYNYN LLY| £10Z-01-50
WASAS|  ST'HOV'OVE’S swv 28521 30 $m888 -007:BUIURY £10Z=Unye) 6= %._B seybeg uelekequad | £102-0T-20
lu\_mﬂ_m .hmm: - OM:»«m ._.Hcmzv_ hwﬂwc . S Z«Wﬁ«ﬁmhmw_?, jebBuey
_ INOUAYS

¥10-19€000000-007
OMOIIM ONYNYN 9€5200T000

ed

0 810Z-10-bT A/S £102-01-10 : 151 bT0-T9E000000-00T

. BuusXay oN

uebungey ming @)

/

ueBunqey ming ye3s) < uebungey

uebunge] nyng ey << 1




PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN

2009
TENTANG

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D
UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah;

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK

PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.



2. Usaha ...
-2-

2. Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi
syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis
syariah lainnya.

Pasal 2

(1) Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:
a. penghasilan;

b. biaya; dan

c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

(2) Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b termasuk:

a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;

b. margin; dan

c. kerugian dari transaksi bagi hasil.

(3) Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan juga terhadap :

a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;

b. bonus;

C. margin; dan

d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Pasal 3

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan
pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk Usaha Berbasis
Syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

. UMUM

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami
perkembangan yang antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi
syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah,
reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan
prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dibandingkan dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional yang telah
dikenal, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan
transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. Perbedaan
tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh
Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu: kehalalan
produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait dengan
prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa
keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh
usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan
melalui beberapa pendekatan antara lain: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk
mudharabah dan musyarakah; b. transaksi jual beli dalam bentuk murabahah,
salam, dan istisna; c. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah
muntahiya bittamlik; dan d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk gardh;
Berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, dana akan dikembalikan
setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan, tanpa imbalan, atau
bagi hasil.

Perbedaan ...
-2-

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi
berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi.
Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu
industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan
kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda



tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak netral bagi para pihak yang
terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan
prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait
dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum
diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan dalam Pasal 31D memerintahkan untuk membentuk Peraturan
Pemerintah yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi kegiatan
Usaha Berbasis Syariah dipersamakan dengan atau sebagaimana yang berlaku atas
transaksi sepadan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang sama yang
berdasarkan sistem konvensional. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan
tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (level playing
field) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang
dapat dikurangkan. Bagi hasil ini berbeda dengan dividen yang dibagikan,
terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen diberikan atas modal
yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha.
Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan
untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha.

Huruf b ...



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat
dikurangkan. Kerugian yang timbul harus diteliti lebih lanjut, apabila
kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana,
maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana.
Sedangkan apabila setelah diteliti diketahui bahwa kerugian tersebut timbul
dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka
kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan
akad/perjanjian.

Ayat (3)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah

lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan

dengan penggunaan dana pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan
usaha, contoh:

a. deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para
deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada
bank syariah;

b. giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan), karena dana
yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Terhadap pemegang giro, bank
syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan, tetapi dapat memberikan
bonus yang tidak ditentukan besarnya; dan

c. pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga
memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan
dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena
terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli, maka
terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang
merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan
yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Contoh ...
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Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas
penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal
perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin,
atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada
ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak
penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar. Berkenaan
dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib
memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut
dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-
Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi.
Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi
hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak
termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga
yang bertransaksi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4988



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/PMK.03/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
disebutkan Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi
antara lain jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah
lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak
Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah;
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan
Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4988);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN
USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

. Perusahaan Syariah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga

keuangan di luar Bank yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah.

. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan dari usaha

Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

. ljarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas

suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( ujrah), antara
Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa
diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

. ljarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak

guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa
(ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa
(musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada
penyewa setelah selesia masa sewa.

. Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil)

kepada pihak lain ( al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan
pemberian keuntungan (ujrah).

. Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan

menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli
membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

. Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara

pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu
yang disepakati para pihak.

. Istishna’ adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan
(pembeli, mustahni’) dan penjual (pembuat, shani’) dengan harga yang
disepakati bersama oleh para pihak.

10. Mudharabah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja

sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana
(shahibul maal), dimana penyandang dana ( shahibul maal) membiayai 100%
(seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan
oleh Perusahaan (Mudharabah Mutlagah) atau untuk proyek yang ditentukan
Perusahaan (Mudharabah Mugayyadah), dan keuntungan usaha dibagi sesuai
dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.



11. Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui
akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai
penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) dan
Perusahaan selaku pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modalnya
dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan
yang dituangkan dalam akad. 12. Musyarakah adalah kegiatan pendanaan yang
dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk suaha
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Pasal 2

(1) Ketentuan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:

a. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan ljarah atau ljarah
Muntahiyah Bittamlik.

b. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

c. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan Murabahah, Salam,
atau Istishna’.

d. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

e. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip

Syariah.

(2) Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip ljarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan kegiatan sewa
guna usaha tanpa hak opsi (operating lease).

(3) Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip ljarah
Muntahiyah Bittamlik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama
dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).

Pasal 3

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan atau pemungutan pajak
dari kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dilakukan Perusahaan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan.

Pasal 4

(1) Atas penghasiian yang diterima atau diperoieh Perusahaan dari:

a. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan ljarah, dikenai Pajak
Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operating lease); dan

b. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik
dikenai Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi ( financial
lease).

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:

a. kegiatan usaha anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil

Ujrah berupa keuntungan atau imbalan; dan



b. kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan akad
Murahabah, Salam, atau Istishna’ berupa margin keuntungan atau laba,
dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan
atas bunga.

(3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha
kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau
imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

(4) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha
pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee
atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Pasal 5

Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana
(shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan akad
Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musyarakah berupa keuntungan
dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan
Pajak Penghasilan berupa bunga.

Pasal 6

Perusahaan dapat membebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai
dengan:

a. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak
Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan atau
terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana (shohibul maal); dan

b. Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan
untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh
Perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk
memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan
tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka
pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga
kepada Nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8



Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus
2011

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 509



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
111/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pasal 2

(1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau
pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 3

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib
memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan
setiap melakukan pemotongan.

Pasal 4

(1) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen
wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri
Keuangan, dengan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pasal 5

(1) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen
wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 20
(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.



(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(3) Penyampaian laporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
Final Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN,

ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 278



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
112/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh
Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Koperasi Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi
Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4981);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI.

Pasal 1

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang
didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2
Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan
Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
b. 10% (sepuluh persen) dari jJumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga
simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
Pasal 3

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh
koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi
orang pribadi pada saat pembayaran.

Pasal 4

(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan tanda bukti
pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang
pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

(2) Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4
ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilakukan terhadap
penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol
persen).

Pasal 5

(1) Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir.

(2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.



Pasal 6

(1) Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 paling lama
20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

(2) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(3) Pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal
4 ayat (2).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota
Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ttd. PATRIALIS AKBAR
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

SIARANPERS

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 350 0849 Faksimile 350 0847
Nomor147/HMS/2011 website: http://mww.depkeu.go.id <> e-mail : humas@

depkeu_go.id Tanggal:19 September 2011

Pengenaan Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha
Perbankan Syariah

Terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2011, Menteri Keuangan
(Menkeu) menetapkan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Kegiatan
Usaha Perbankan Syariah melalui Peraturan Menkeu Nomor
136/PMK.03/201 1. Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Dalam peraturan
dimaksud disebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan
pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan
Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (1JU PPh).
Maksud dari mutatis mutandis adalah ketentuan-ketentuan mengenai
penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang
berlaku dalam 1JU PPh berlaku pula di Peraturan Menkeu dimaksud.

Selanjutnya, Menkeu juga mengatur bahwa penghasilan dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Perbankan
Syariah, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan
lainnya merupakan objek PPh. Bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan
yang diterima dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas
merupakan objek PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga.

Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah



selain dari penghasilan dari Nasabah Penerima Fasilitas, dikenai PPh sesuali
dengan ketentuan yang mengatur transaksi antara Perbankan Syariah

dengan Nasabah Penerima Fasilitas.

Perbankan Syariah dapat membebankan biaya dengan syarat
sesuai dengan: (i) ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 1JU PPh, termasuk
bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh
Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor
kecuali biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan ljarah Muntahiyah
Bittamlik; dan (ii) jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan
prinsip syariah. Pembebanan biaya tersebut dilakukan dengan

memperhatian Pasal 9 1JU PPh.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai peraturan ini dapat dilihat
di www.depkeu.go.id.
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